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ABSTRAK 

 

 

Masuknya aturan kuota 30% dalam undang-undang pemilu dan partai 

politik menjadi implikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai 

kebutuhan nyata dalam meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% untuk 

perempuan artinya 30% menjadi batas minimal prosentase keterwakilan 

perempuan dalam partai politik untuk menjadi anggota legislatif. Partisipasi 

perempuan dalam parlemen pada pemilu pasca reformasi masih belum 

memberikan makna berarti jika dikaitkan dengan peran perempuan dalam 

pengambilan kebijakan di parlemen. Pada pemilu 1999, partisipasi perempuan 

berada pada prosentase 9%, pada pemilu 2004 partisipasi perempuan mengalami 

peningkatan menjadi 11%, kemudian pemilu 2009 mengalami peningkatan yang 

sangat baik yaitu dengan prosentase 18%. Dan pada pemilu 2014 partisipasi 

perempuan mengalami penurunan menjadi 17%. Hasil tersebut sama dengan 

perolehan pemilu di Kabupaten Gunungkidul yakni, pada pemilu 2014 

memperoleh prosentase 17% . Dengan adanya krisis partisipasi perempuan di 

parlemen Indonesia khususnya di Kabupaten Gunungkidul, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul tentang 

partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2014. 

Penulis ingin melihat seberapa besar tingkat partisipasi perempuan yang ada di 

DPC PDI Perjuangan untuk bersaing dalam pemilu legislatif 2014. Alasan penulis 

memilih PDI Perjuangan sebagai objek penelitian didasarkan pada jumlah 

perempuan terbanyak yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi 

perempuan DPC PDI Perjuangan dalam pencalonan anggota legislatif pada 

pemilu 2014, untuk mengetahui proses pencapaian kuota 30% keterwakilan 

perempuan DPC PDI Perjuangan, untuk mengetahui kendala memenuhi kuota 

30% keterwakilan perempun di parpol, untuk mengetahui hasil penetapan di 

DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2019. Sedangkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi perempuan DPC PDI Perjuangan 

dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2014? 

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, data 

sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber. Unit analisis dalam penelitian ini 

berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 6 orang pengurus DPC PDI Perjuangan dan 2 

orang anggota legislatif fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul. Jenis 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data-

data, gambar, atau perilaku yang diamati serta data berupa angka yang penulis 

dapatkan dari berbagai pihak. 

Hasil penelitian: (1) pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan 

dalam kepengurusan partai politik sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah 

perempuan dalam struktur PDI Perjuangan yang telah mencapai prosentase 30%. 

(2) kendala partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif yaitu partai masih terhalangi oleh nilai-nilai 



sosial budaya, yaitu stereotype atau pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh 

budaya patriarki, yang mana budaya ini memang menjadi kendala terbesar negara 

berkembang seperti Indonesia dan khususnya Kabupaten Gunungkidul dalam 

melibatkan perempuan dalam partai politik. (3) akses perempuan untuk menjadi 

anggota legislatif, yaitu tergolong sangat lancar karena mengikuti semua prosedur 

yang ada. (4) tahapan pencalonan anggota legislatif, telah dilaksanakan dengan 

memperhatikan undang-undang tentang pemilu dan undang-undang tentang partai 

politik, serta memperhatikan peraturan internal partai. (5) penetapan hasil di 

DPRD Kabupaten Gunungkidul, yaitu PDI Perjuangan berhasil meloloskan caleg 

perempuan dengan prosentase tertinggi, yakni 42,85% keterwakilan perempuan di 

DPRD Kabupaten Gunungkidul. 

 

Kata kunci : perempuan, partai politik, pemilu legislatif 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam realitas politik dibanyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan 

dalam masalah peran dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Selama ini jika kita 

bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap 

perempuan didalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti 

kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam politik ternyata 

hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Kalaupun perempuan terlibat 

disana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. 

Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan 

gender, dan ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah 

tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau 

negara. Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya 

keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, maka yang terjadi adalah 

representasi perempuan yang rendah didalamnya. Masalahnya sangat jelas yakni ada 

kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan 

dalam prosesproses politik, khususnya pengambilan keputusan dimana hasil dari 

keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya 

semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak 

asasi manusia, jika perempuan masih juga dimarginalisasikan atau didskriminasikan 

untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.  

  

  
  
  



Seiring dengan berkembangnya waktu, isu kesetaraan gender bagi kaum 

perempuan dan laki-laki pun mulai terangkat di Indonesia sebagai wujud dari bentuk 

protes posisi kaum perempuan yang lemah karena didukung berlakunya budaya 

patriarki yang menekankan bahwa kedudukan laki-laki adalah mutlak sebagai pemimpin 

dan mempunyai derajat yang lebih tinggi dari pada perempuan. Dalam budaya patriarki 

secara eksplisit diungkapkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan sebagai 

pelayan atau asisten (melayani atau membantu memenuhi kebutuhan kaum laki-laki), 

mainan (penghibur kaum laki-laki) dan penghasil keturunan.   

Sungguh sangat terlihat dengan jelas bahwa masih banyak perempuan yang 

tidak mempunyai kemandirian dan hidup hanya tergantung dengan laki-laki. Hal ini 

terjadi secara turun temurun karena didukung dari kemampuan perempuan yang 

kurang dan tidak memiliki daya saing yang bisa menunjukkan eksistensi diri karena 

terbatasnya akses pendidikan, pengalaman dan susahnya mendapat kepercayaan 

bahwa sebenarnya perempuan juga mampu melakukan seperti yang dilakukan lakilaki 

dan ketidakpercayaan itu pun tidak hanya datang dari kaum laki-laki, melainkan kerap 

terjadi dari sesama perempuan.  

Norma budaya tradisional yang sudah terinternalisasi seperti ini mengakibatkan 

sebagian besar perempuan secara psikologis menjadi tidak siap untuk berpartisipasi 

aktif dibidang politik. Sebagian memiliki perasaan rendah diri dan yakin bahwa mereka 

tidak memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berkecimpung dalam 

dunia politik. Sebagian lainnya enggan memasuki dunia politik karena konotasi negatif 

dari dunia politik itu sendiri, itu semua menyingkirkan kalangan perempuan, meskipun 

hak-haknya dijamin oleh hukum, retrotika politik pemerintahan yang baik dan 

demokrasi partisipatoris.   

Lain lagi ditambah dengan larangan dari keluarga (Ayah dan Suami), suku/adat, 

dan agama masing-masing. Perempuan mengalami dan terus menghadapi kesulitan 

dalam memasuki lembaga pemerintahan. Sebagai contoh di Aceh, Aceh merupakan 

salah satu daerah dari sekian banyak daerah yang mengalami krisis partisipasi 

perempuan di Indonesia, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan sangat sulit 

untuk diwujudkan, dan hal ini disebabkan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama 

dan adat yang ada di daerah tersebut. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, NAD 

dipilih karena situasi politik tingkat lokal yang sangat menarik dengan kehadiran partai 

politik lokal. Bahkan ketika pemilu 2009 lalu, Aceh hampir saja memiliki partai khusus 

perempuan yang bernama Partai Aliansi Peduli Rakyat (PARA) namun sayangnya tidak 

lolos verifikasi peserta pemilu. Ditambah lagi hukum syariah Islam yang sangat kuat di  

Aceh mempengaruhi peran perempuan dalam politik. Keterwakilan perempuan di DPRD 

Provinsi NAD merupakan ketiga yang terendah di Indonesia, yakni 5,8%.1 Sementara itu, 

keterwakilan perempuan di tingkat pusat DPR RI pun tidak ada atau 0% (nol persen).  

Jika dibandingkan dengan negara lain, Selandia Baru misalnya. Signifikansi dan 

kontribusi perempuan, sebagai salah satu dari kekuatan politik, dalam bidang 
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pemerintahan di Indonesia dan Selandia Baru dilihat dari partisipasi politik, keduanya 

memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama berbentuk dan bersistem 

politik demokrasi, namun perbedaan kedua negara ini terletak pada tingkatan 

partisipasi politik perempuan di masing-masing negara. Di Indonesia, terdapat 8 

perempuan dari 34 yang menduduki posisi dalam kabinet kementerian periode 2014-

2019. Sedangkan jajaran kabinet kementerian Selandia Baru memiliki 9 perempuan dari 

25 posisi menteri dalam periode 2013-2018. Presentase menteri perempuan Indonesia 

23,5% sedangkan Selandia Baru 36%. Selain itu, partisipasi politik juga dilihat dari 

jumlah perempuan yang masuk dalam jajaran anggota legislatif, karena dalam badan 

legislatif perempuan dapat secara langsung berkontribusi dalam pembuatan kebijakan 

yang mempresentasikan komunitas perempuan. Dari data tersebut, Indonesia juga 

masih kurang dibandingkan Selandia Baru dengan presentase 17,3% dibanding 40%.2  

Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan di 

Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik 

harus dirombak, dan semua itu sangat mustahil jika dapat dicapai dengan sistem politik 

tradisional. Jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi 

publik, niscaya mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan 

ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Mengingat keterwakilan politik 

perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi 

keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan 

dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.  

Jika dilihat mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, dapat 

diidentifikasikan beberapa faktor yang menghambat peran serta kaum perempuan, 

sekaligus mengusulkan beberapa strategi untuk mengurangi dan sebisa mungkin 

menghilangkan persoalan-persoalan itu. Faktor-faktor itu dapat dikategorikan ke dalam 

bidang politik, sosial ekonomi, ideologi dan psikologi.  

Faktor-faktor politik tersebut seperti kurangnya dukungan parpol terhadap 

perempuan. Secara lebih spesifik, sistem politik dan partai-partai politik Indonesia 

dinilai sangat tidak peka gender. Akibatnya, kaum perempuan berikut isu-isu yang 

menyangkut diri mereka menjadi diremehkan. Faktor lain yang sangat berpengaruh 

terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya 

tepat menjadi ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam fungsi 

publik di masyarakat, apalagi faktor politik. Pemikiran ini jelas sangat membatasi 

peluang perempuan untuk berpartisipasi dan berperan aktif di panggung politik. Tidak 

hanya itu, kinerja parpol di Indonesia pun dianggap sebagai salah satu kendala terbesar 

terhadap peran serta perempuan. penunjukkan dan pengangkatan tokoh perempuan di 

dalam parpol kerap kali dihambat dan ditantang. Hal ini dikarenakan struktur politik 

Indonesia yang dibangun di atas jaringan eksklusif, yang didominasi oleh kaum laki-laki. 

Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin parpol sangat 

membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai 
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kandidat yang pantas. Loyalitas pribadi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi 

kumpulan penyakit yang menggerogoti sistem politik saat ini. Ketidakmauan parpol 

untuk memasukkan agenda perempuan juga menjadi salah satu kendala besar.  

Kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan bagi kaum dan kelompok-

kelompok perempuan juga disoroti sebagai kendala besar terhadap partisipasi politik 

perempuan. Di samping itu, belum ada satupun organisai yang bisa berperan 

melakukan koordinasi pembentukan basis dukungan ini secara baik, termasuk partai 

politik. Minimnya dukungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja 

perempuan di lembaga-lembaga politik, khususnya dalam merekrut kader politik 

perempuan. Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam 

urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan perempuan dalam menyambut 

pemilu yang akan datang, dimana salah satu persyaratan utamanya ialah 

mengidentifikasi kandidat politisi perempuan potensial.  

Menururt Ani Widyani, rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik 

disebabkan oleh berbagai kendala, seperti kendala sistem politik, sosial budaya, sosial 

ekonomi dan psikologis.  Adapun kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat 

dibidang politik, diantaranya:  

1. Kendala pertama, adalah kendala sistem politik. Hambatan pokok sistem 

politik yang membatasi partisipasi politik perempuan meliputi: (1) model 

maskulin yang mendominasi warna politik dimana laki-laki lebih 

menentukan standar untuk evaluasi dan memformulasi aturan permainan 

politik; (2) kurangnya dukungan partai dan lemahnya rekrutmen kader 

politik perempuan yang masih memberlakukan standar ganda bagi 

perempuan yang persyaratan pencalonan masih diwarnai karakteristik laki-

laki; (3) lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (4) ketiadaan 

sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kaum atau kader 

perempuan; dan (5) sistem pemilihan  

(distrik atau proposional) yang akan menguntungkan kaum perempuan.   

2. Kendala kedua, menyangkut realitas sosial budaya yakni anggapan adanya 

dominasi budaya patriakat yang menempatkan laki-laki sebagai pusat 

kekuasaan baik di wilayah domestik maupun publik yang masih kuat, 



sehingga menyebabkan adanya stereotip terhadap perempuan yang ingin 

masuk atau berkarir di dunia politik.   

3. Kendala ketiga adalah menyangkut hambatan psikologis, yakni ketakutan 

perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan.   

4. Kendala keempat adalah hambatan sosial ekonomi, yakni kemiskinan dan 

pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, buta 

huruf dan rendahnya akses pendidikan, termasuk pendidikan politik serta 

beban ganda perempuan.  

Secara umum, hampir semua parpol memiliki divisi atau sayap yang bergerak 

dalam urusan perempuan. Parpol juga memiliki berbagai organisasi afiliasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk merekrut politisi perempuan, sebagai contoh, PKB, PPP dan PAN. 

Tidak hanya parpol, banyak LSM  seperti Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, 

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Jaringan Perempuan 

dan Politik (JPP), dan Solidaritas Perempuan (SP) semuanya bekerja keras untuk 

memberdayakan kaum perempuan. LSM-LSM memiliki jaringan yang luas dan aktivitas 

mereka menembus batasbatas wilayah, baik provinsi maupun daerah tingkat satu di 

Indosesia. Akan tetapi, keberhasilan partisipasi perempuan sangat bergantung pada 

kemauan parpol untuk merekrut perempuan-perempuan potensial yang berasal dari 

luar basis tradisional mereka.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan 

perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membawa kepentingan dan 

kebutuhan perempuan di dalam kebijakan. Namun dilain pihak, sistem politik dan 

parpol masih menjadi hambatan atas keterlibatan perempuan dalam politik. Oleh 

karena itu penelitian partisipasi perempuan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul ini dilakukan oleh penulis untuk melihat seberapa besar partisipasi 

perempuan diranah politik Indonesia khususnya di DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul.  

Hal ini disebabkan karena jabatan politik masih sangat di dominasi oleh kaum 

laki-laki. Walaupun pemerintah telah menurunkan berbagai kebijakan untuk menjamin 

partisipasi perempuan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “setiap partai politik 

peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan 

perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 



2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 57 ayat (3) KPU 

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi caleg DPRD terhadap terpenuhinya jumlah 

sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (2) pendirian dan pembentukan Partai 

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)3 menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) 

keterwakilan perempuan.  

Dari Undang-Undang tersebut sangat jelas memberikan standar 30% kuota 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif bagi setiap partai politik peserta 

pemilu. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, 

Pasal 2 ayat (5) menegaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun 

dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Bahkan syarat 30% 

kuota perempuan dalam keanggotaan partai politik menjadi syarat yang menentukan 

lolos atau tidaknya partai politik dalam mengikuti pemilihan umum. Hal ini ditegaskan 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman 

teknis tata cara penelitian, verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta 

pemilihan umum anggota DPR, DPRD  

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, pada Pasal 9 huruf d  

“menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan  

partai politik tingkat pusat”.  

Peraturan di atas mengingatkan kepada KPU agar memperhatikan kuota 30% 

keterwakilan perempuan dalam melakukan verifikasi kelengkapan  

administrasi bagi partai politik peserta pemilu. Ketentuan kuota 30% keterwakilan 

perempuan tidak hanya dalam pemilu DPR, tetapi juga berlaku untuk pemilihan anggota 

DPRD. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 57 ayat (2) KPU Provinsi 

melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya 

jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, pada ayat (3) 

KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran 

dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurangkurangnya 30% keterwakilan 

perempuan.  

Jika syarat 30% kuota perempuan tidak terpenuhi seperti yang tertera dalam 

Pasal 21 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, maka partai politik yang 

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon peserta pemilu 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.   
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Undang-undang di atas dapat dijadikan acuan sebagai bentuk demokrasi yang 

sebenarnya,  yang  memberikan angin segar kepada kaum perempuan untuk terlibat 

berpartisipasi dalam politik. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang 

sama bagi perempuan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% sebagai calon anggota legislatif.  

Usulan pencantuman angka strategis dibuat dengan mempertimbangkan situasi 

kritis yang dihadapi di Indonesia, utamanya dalam penerapan otonomi daerah dimana 

ujung tombak pelaksanaan desentralisasi adalah kabupaten. Data statistik menunjukkan 

angka keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten hanya berkisar 

seputar 5,7 persen dan di DPRD II angkanya jauh di bawah itu. Bahkan, di banyak 

kabupaten angkanya nol alias tidak ada anggota perempuan sama sekali. Kuota adalah 

instrumen yang bisa memberi jalan bagi lebih banyak perempuan ikut serta dalam 

proses politik. Jadi, yang diinginkan adalah kesempatan yang sama untuk perempuan, 

dibukakan pintu tanpa dihalang-halangi. Tanpa tindakan affirmative action4 tidak akan 

pernah dicapai titik start yang sama bagi perempuan untuk dapat bersaing secara adil5.  

Sejak awal kemerdekaan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik baik 

itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif masih sangat minim. Realitas partisipasi 

perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik di Indonesia masih terlalu 

memprihatinkan jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang ada.  

Yakni, dari data lembaga legislatif di tingkat pusat perempuan hanya menempati 8,8% 

(44 orang dari 500 anggota 6 DPR RI), sementara 11% perempuan menduduki jabatan 

sebagai pemimpin partai politik. Sedangkan keseluruhan wakil perempuan sebagai 

pengambil kebijakan pada legislatif, eksekutif dan yudikatif hanya mencapai 9,8% (pada 

tahun 1994) dari jumlah pemilih perempuan yang mencapai 52%5.  

Persentase perempuan dalam politik secara kuantitas masih minim, namun 

bukan berarti perempuan tidak memiliki prestasi dalam dunia politik. Pada tahun 2009 

banyak perempuan yang memenangkan pemilu dan ikut berpartisipasi menjadi anggota 

DPR RI, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel I.1  
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Anggota Perempuan DPR RI tahun 1999-2014  

  
Periode  

Jumlah  
Anggota 

DPR  

  
Perempuan  

  
%  

  
Laki-Laki  

  
%  

1999-2004  546  46  8,4  500  91,6  

2004-2009  550  63  11,5  487  88,5  

2009-2014  560  99  17,7  461  82,3  

Sumber : Diolah dari http://pahamindonesia.org/opini/60-peningkatan-
partisipasiperempuan-di-parlemen  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sesungguhnya perempuan telah 

menunjukkan eksistensinya dalam politik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dengan 

terpilihnya mereka menjadi anggota DPR RI, meski secara kuantitas mereka masih kalah 

dengan laki-laki. Namun saat ini tingkat keterpilihan perempuan dalam dunia politik 

untuk menjadi pemimpin semakin tinggi. Pada pemilu tahun 2009 sebanyak 99 orang 

kader perempuan (dari total 560 orang anggota dewan) duduk di DPR RI, dan ini 

merupakan jumlah terbanyak keterwakilan perempuan di DPR RI sepanjang 

dilaksanakannya pemilu.    

 Berbeda dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat representasi perempuan di 

DPRD DIY pada tahun 2014 masih minim, bahkan dapat dikatakan menyusut 50 persen 

dari periode sebelumnya, jumlah anggota legislatif perempuan sebelumnya sebanyak 

dua belas orang dan kini menjadi enam orang. Adapun daftar anggota legislatif 

perempuan di DPRD DIY pada tahun 2014 adalah sebagai  

berikut:  

  
  
  

Tabel I.2  
Anggota Perempuan DPRD D.I. Yogyakarta pada Pemilu Legislatif  

  

Partai  Jumlah  
Perempuan  
(2009-2014)  

Jumlah  laki-
laki  

(2009-2014)  

Jumlah  
Perempuan  
(2014-2019)  

Jumlah  laki-
laki  

(2014-2019)  

Demokrat   3 (5,45%)  7 (12,72%)  2 (4,08%)  0  

Golkar  2 (3,63%)  5 (9,09%)  2 (4,08%)  6 (12,24%)  

PAN  3 (5,45%)  5 (9,09%)  1 (2,04%)  7 (14,28%)  

PDI-P  2 (3,63%)  9 (16,36%)  1 (2,04%)  13 (26,53%)  

PPP  0  2 (3,63%)  0  2 (4,08%)  

GERINDRA  1 (1,81%)  2 (3,63%)  0  7 (14,28%)  



Nasdem   0  0  0  3 (6,12%)  

PKS  0  7 (12,72%)  0  6 (12,24%)  

PKB  1 (1,81%)  4 (7,72%)  0  5 (10,2%)  

PKPB  0  1 (1,81%)  0  0  

HANURA  0  1 (1,81%)  0  0  

Total  12 (21,6%)  43 (78,4%)  6 (12,24%)  43 (87,79%)  

Sumber : Diolah dari  
http://nasional.tempo.co/read/news/2014/05/12/078577247/jumlah-
legislatorperempuan-dprd-diy-menyusut-drastis   

  

 Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019 lebih didominasi oleh 

periode 2009-2014. Hal ini berarti bahwa semakin menyusutnya partisipasi perempuan 

sebagai anggota legislatif di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebabkan oleh 

berbagai faktor.  Terlihat jelas dari partai PKB dan GERINDRA mengalami penyusutan 

yang sangat drastis, yakni tidak adanya keterwakilan perempuan di DPRD Daerah 

Istimewa Yogyakarta dari partai  

tersebut.  
Sementara jumlah perbandingan partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten 

Gunungkidul periode 2009-2014 dan 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel I.3  
Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu Legislatif Tahun 

2014-2019  

Partai Politik  Jumlah Laki-Laki  Jumlah Perempuan  

PDI-P  7 (15,55%)  3 (6,7%)  

HANURA  1 (2,22%)  0  

Demokrat  4 (8,9%)  1 (2,22%)  

Golkar   4 (8,9%)  2 (4,44%)  

PKS  5 (11,11%)  0  

PKB  3 (6,7%)  1 (2,22%)  

PAN  5 (11,11%)  1 (2,22%)  

GERINDRA  6 (13,33%)  0  

Nasdem   2 (4,44%)  0  

Total  37 (82,26%)  8 (17,74%)  



Sumber : Diolah dari http://m.solopos.com/2014/04/23/8-caleg-perempuan-inilolos-ke-
kursi-dprd-gunungkidul-504065   

  

Dari tabel di atas, masih belum adanya perimbangan antara laki-laki dan 

perempuan dalam DPRD Kabupaten Gunungkidul. Walaupun pemilu 2014 lebih banyak 

meloloskan perempuan ke kursi DPRD dibandingkan dengan pemilu 20096, tetapi 

jumlah tersebut masih tetap jauh dari kata seimbang. Hal ini disebabkan adanya 

beberapa partai politik yang mengalami penyusutan atau tidak memiliki perwakilan 

perempuan dengan faktor tertentu.  

 Dari data yang dipaparkan di atas, terlihat masih ada jurang yang begitu lebar antara 

ketentuan formal dan implementasi. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri, keterwakilan 

perempuan dengan kuota 30% masih ada yang masih belum terpenuhi. Fakta empirik 

menunjukkan bahwa politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki, sementara 

perempuan hanya sebagai figuran dalam kehidupan yang menyangkut orang banyak. 

Persoalan-persoalan gender seperti ini menjadi sangat penting untuk diperjuangkan 

karena berdampak pada ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. 

Rendahnya partisipasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul dalam politik disebabkan 

karena pengaruh budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat, yaitu dominasi 

kekuasaan laki-laki atas perempuan yang didukung oleh ideologi gender yaitu pola relasi 

laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari proses budaya. Budaya patriarki yang 

didukung oleh ideologi gender yang ada dalam masyarakat menempatkan laki-laki lebih 

tinggi dan berkuasa dibanding dengan perempuan, sehingga laki-laki memiliki kekuasaan 

yang lebih besar dari pada kaum perempuan.   

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan 

sebagai anggota legislatif, yaitu faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di 

Indonesia yang masih sangat kental atas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang 

adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita 

untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi 

dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok 

kecil pejabat atau pemimpin partai yang hampir semuanya laki-laki. Faktor ketiga, 

berhubungan dengan media berperan penting dalam membangun opini publik 

mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya 

jaringan antara organisasi massa, LSM dan parta-partai politik untuk memperjuangkan 

representasi perempuan7. Selain persoalan tersebut, masalah lain juga dapat menjadi 

penyebab minimnya partisipasi perempuan di politik, seperti kemiskinan dan rendahnya 

tingkat pendidikan, serta kurangnya dukungan keluarga.  

 Dengan adanya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol  

                                                           
6
 Baca : http://m.solopos.com/2014/04/23/8-caleg-perempuan-ini-lolos-ke-

kursidprd-gunungkidul-504065.  
7
 Indar, Khofifah Parawansa. Makalah: Hambatan terhadap Partisipasi Politik 

Perempuan di Indonesia. Halm. 48.  



diharapkan dapat mewujudkan partisipasi politik perempuan dalam lembaga tinggi yang 

akan membuat kebijakan politik, diharapkan kondisi perempuan menjadi lebih baik di 

mata masyarakat dan bisa mewarnai pada garis kebijakan partai politik. Hal yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan perempuan dalam politik adalah bagaimana 

perempuan yang berada di kursi anggota dewan memberikan pengaruh pada panggung 

politik dengan menggunakan pendekatan kelembutan, merubah konflik menjadi agenda 

perjuangan, merubah kompetensi menjadi kerjasama dan selalu mendengarkan keluhan 

masyarakatnya dan pendapat rakyat dengan rasa keibuannya, karena perempuan akan 

lebih baik memahami persoalan perempuan dan lebih mengerti mengatasi kepentingan 

perempuan. Sehingga terdapatlah sistem kepartaian yang terlembaga, memiliki 

peraturan struktur organisasi yang jelas, transparan dan ideologi partai yang lebih 

progresif peran aktivis perempuan dalam partai.  

Usulan selanjutnya untuk parpol agar dapat memajukan peran perempuan 

dalam politik Indonesia dapat dilakukan dengan cara pendidikan politik, dan pendidikan 

politik ini juga wajib diikuti oleh perempuan dan laki-laki. Hal ini bertujuan agar 

perempuan dan laki-laki paham akan pentingnya keberadaan perempuan dalam politik. 

Pendidikan politik tersebut bisa saja dilakukan seperti:  

• Gender Sensitivity Tranning (Pelatihan Kepekaan Gender). Pelatihan ini pada 

dasarnya adalah pendidikan politik yang dapat digunakan untuk mengubah opini 

dan pandangan masyarakat tentang politik, dan juga merupakan proses 

pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hakhak yang dimilikinya, 

serta bagaimana menggunakan hak-hak tersebut.  

• Strategi untuk membawa suara perempuan masuk dalam organisasi/partai 

politik. Dengan metode gender planning bisa dilakukan berbagai cara untuk 

menganalisa, memonitor dan mengembangkan praktik-praktik organisasi yang 

sensitif terhadap kepentingan perempuan. Dalam proses ini para pembuat 

kebijakan haruslah lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, dan mereka 

harus melakukan aliansi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan. 

Metodenya di sini bukan konfrontatif, tetapi kooperatif.  

• Lobbying (kegiatan lobi, campaign (kampanye) dan advocacy (advokasi) 

bekerjasama dengan LSM dan pemerintah. Hubungan dan komunikasi  



terbuka harus tetap dijalin dan hal ini akan sangat bermanfaat bagi pertukaran 

ide dan sarana uji coba bagi penerapan strategi baru.  

• Aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Partai 

politik seharusnya aktif meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui 

kampanye, penyediaan informasi, pelatihan kepemimpinan dan keterampilan 

politik. Dengan cara demikian diharapkan partisipasi perempuan Indonesia ke 

depannya dapat menjadi lebih baik lagi.  

 Setelah membahas secara umum mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga 

legislatif di Indonesia, menarik untuk dilihat bagaimana partisipasi perempuan DPC PDI-

P dalam pencalegan di Kabupaten Gunungkidul. Banyak partai politik yang memberikan 

kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pencalonan anggota 

legislatif. Termasuk di Kabupaten Gunungkidul, salah satu partai politik yang 

memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pencalegan, 

yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  

(PDI Perjuangan). Hal ini terlihat dari terpilihnya tiga orang kader perempuan PDI 

Perjuangan yang duduk di kursi parlemen, yakni DPRD Kabupaten Gunungkidul.   

 Penulis tertarik mengambil penelitian pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Gunungkidul, disebabkan karena 

pertama, memiliki visi yang mulia dan sesuai untuk masyarakat Indonesia yakni 

terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

demokratis adil dan makmur. Kedua, telah terbukti PDI-P merupakan satu-satunya partai 

politik yang pernah melahirkan pemimpin negara seorang perempuan (Presiden RI). Dan 

ketiga, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul telah berhasil memenuhi kuota 30% 

keterwakilan perempuan dalam politik dan juga selalu masuk menjadi anggota legislatif 

daerah dibeberapa periode terakhir, serta pada periode 2014-2019 PDI-P memperoleh 

prosentase perempuan terbanyak di kursi parlemen Kabupaten Gunungkidul. Penulis 

juga menginginkan agar keberhasilan PDI Perjuangan yang dapat menembus ke 

parlemen juga dapat ditiru oleh partai politik lain yang sampai saat ini masih belum 

dapat memenuhi persyaratan untuk masuk dalam parlemen.  

Dengan adanya kebijakan affirmative action yang telah dicanangkan pada tahun  

2004, terlihat peningkatan keterwakilan perempuan DPC PDI Perjuangan di DPRD 

Kabupaten Gunungkidul. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel  

berikut:  

Tabel I.4  



Perempuan DPC PDI-P di DPRD Kabupaten Gunungkidul  

Periode   Laki-Laki  Perempuan   Prosentase   

1999-2004  10  1  10%  

2004-2009  10  1  10%  

2009-2014  9  2  22,22%  

2014-2019  8  3  37,5%  

Sumber: diolah dari arsip DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul  

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan keterwakilan perempuan DPC PDI 

Perjuangan dalam DPRD Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 1999 sebelum ada 

kebijakan affirmative action, keterwakilan perempuan PDIP dalam parlemen hanya 

sebesar 10%. Namun, setelah adanya kebijakan affirmative action keterwakilan 

perempuan PDIP dalam parlemen Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan 

secara perlahan menjadi 10% pada tahun 2004, 22,22% pada tahun 2009, dan 37,5% 

pada tahun 2014.  

 Penelitian ini mengambil titik fokus pada partisipasi caleg perempuan terpilih dari DPC 

PDI Perjuangan dan partai politik khususnya pada faktor-faktor yang memengaruhi 

partisipasi caleg perempuan terpilih dari PDI Perjuangan. Terdapat tiga orang yang lolos 

masuk ke parlemen dari PDI Perjuangan dan juga merupakan sebagai partai politik 

peringkat satu untuk jumlah anggota parlemen perempuan di DPRD Kabupaten 

Gunungkidul pada pileg 2014 lalu. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk 

dikaji, atas hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang menyangkut 

partisipasi perempuan di DPC PDI Perjuangan dalam pencalonan anggota legislatif. 

Penulis memilih PDI Perjuangan sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui lebih 

lanjut terkait peran PDI  

Perjuangan dalam pencalonan kader perempuan menjadi anggota legislatif. Fenomena 

ini dikaji dengan sudut pandang ilmiah sehingga mampu memberi hasil yang ilmiah serta 

mengetahui bagaimana perempuan meningkatkan partisipasinya untuk memasuki dunia 

politik dan kemudian lolos ke parlemen serta memperjuangkan kepentingan perempuan 

dan memberi keseimbangan dalam berdemokrasi.  

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimana partisipasi perempuan di DPC PDI Perjuangan dalam pencalonan 

anggota legislatif pada pemilu 2014?”  

  

C. Tujuan Penelitian  



Tujuan melakukan penelitian tentang partisipasi perempuan DPC PDI  

Perjuangan dalam pencalonan legislatif pada pemilu 2014, yaitu:  

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan DPC PDI Perjuangan 

dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 di 

tingkat Kabupaten Gunungkidul.  

2. Untuk mengetahui proses pencapaian kuota 30% keterwakilan 

perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul.  

3. Untuk mengetahui kendala dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan 

perempuan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul.  

4. Untuk mengetahui hasil penetapan keterwakilan perempuan DPC PDI 

Perjuangan di DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2014- 

2019.  

  

  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang 

fokus kajiannya pada analisis perempuan dan gender, keterwakilan perempuan 

di parlemen atau penelitian yang berkaitan dengan partisipasi perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif di DPC PDI Perjuangan di Kabupaten 

Gunungkidul.  



b. Memberikan kontribusi pengetahuan sosial khususnya tentang gender 

(partisipasi perempuan), politik dan pemilu.  

  

  

  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan kontribusi kepada perempuan, politisi, pemerintah dan para 

aktivis perempuan dalam korelasi positioning politik calon legislatif perempuan 

dan tingkat keterpilihannya di parlemen.  

b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang partisipasi perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif.  

  

E. Kerangka Teori  

1. Partai Politik   

a. Defenisi Partai Politik  

Partai politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak telah 

terorganisir dan anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan dan oriantasi yang sama. 

Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, bertujuan memperoleh dan 

mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan serta berusaha melaksanakan 

kebijakan-kebijakannya dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya di dalam 

jabatan-jabatan politik atau pemerintahan8.   

                                                           
8
 Triyanto Purnomo Raharjo. 2009. Diktat Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, 

STPMD “APMD” Yogyakarta.  

  



Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai 

politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  

Menurut William Nisbet Chambers (1967), partai politik dalam arti modern 

dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama yang berusaha meraih 

jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur atau 

organisasi yang menghubungkan para pemimpin di pusat pemerintahan dengan 

pengikut rakyat yang signifikan di arena politik dan kantong-kantong lokal, dan 

menghasilkan perspektif atau setidaknya simbol-simbol identifikasi atau kesetiaan 

kelompok.   

Joseph Schlesinger (1991), partai politik merupakan kelompok yang terorganisir 

untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan atas nama kelompok itu dengan 

memenangi pemilihan-pemilihan politik.  

Lain halnya menurut Ronald Reagan (1984), mengatakan partai politik bukanlah 

persaudaraan. Ini bukan seperti dasi sekolah tua yang Anda kenakan. Anda bersatu 

dalam partai politik karena keyakinan tertentu tentang seperti apa seharusnya 

pemerintah.  

Dari defenisi di atas, terdapat perbedaan makna partai politik yang diungkapkan 

para tokoh. Jika disimpulkan, menurut Joseph dan William partai politik merupakan 

suatu wadah untuk meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan dengan cara 

memenangi pemilihan-pemilihan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 

diikuti oleh masyarakat. Berbeda dengan  

Ronald yang menganggap partai politik bukan persaudaraan kerjasama, melainkan 
adanya persepsi yang berbeda yang dihasilkan dari orang-orang yang ada di dalamnya.  

Meskipun definisi-definisi tersebut berbeda-beda dan banyak yang telah 

bertahan sepanjang zaman, definisi-definisi itu tetap kontroversial. Dengan berlalunya 

waktu, para sarjana telah berusaha untuk mendefinisikan partai politik dan 

membedakannya dari “fraksi”, yaitu kelompok kepentingan yang sering memberikan 

tugas yang lebih mulia kepada partai dari pada kelompok kepentingan 

“memperjuangkan kepentingan mereka dengan mengajukan calon dan mengupayakan 

tanggungjawab untuk mengelola pemerintahan (sebagaimana yang dilakukan partai 

politik”.   

 

  

b. Fungsi Partai Politik  



Partai politik berfungsi sebagai sarana9. Adapun penjabaran dari fungsi partai 

politik sebagai sarana tersebut, antara lain:  

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik adalah 

proses penyampaian informasi politik dari pemerintah daerah kepada 

masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol di 

sini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah dan menyalurkan 

aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu 

kebijakan).  

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah 

proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena 

politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui 

pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada 

masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. 

Dengan demikian, diharapkan kepada masyarakat dapat memilih parpol 

tersebut pada pemilihan umum.  

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah 

proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk 

melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. 

Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau 

kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan 

politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik 

gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk 

aktif dalam kegiatan politik.  

                                                           
9
 http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-tujuan-dan-

fungsipartai.html  



4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengatur  konflik adalah 

mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat 

atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. 

Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan 

selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada DPR/DPRD/Camat 

untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tersebut.  

5. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan 

kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin 

pemerintahan.  

Dari beberapa fungsi partai politik di atas, fungsi partai politik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah fungsi sebagai sarana partisipasi politik. Fungsi ini tepat 

digunakan karena adanya kegiatan mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan, serta adanya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan pimpinan 

pemerintahan atau wakil rakyat apakah dilakukan secara sukarela, atau bahkan dengan 

terpaksa. Begitu juga sebaliknya, apakah partai politik menjadikan kader perempuan 

sebagai pemenuhan atas undang-undang terkait, atau bahkan hanya sebagai hiasan 

belaka dan prasyarat agar dapat mengikuti pemilu legislatif. Inilah yang menjadi 

indikator penulis untuk melihat partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif 

2014 di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul.  

Seorang kader harus mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya 

berbagai perubahan, pembaharuan dan peningkatan kinerja dalam partai serta 

sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak, pemimpin yang ahli dan bertanggung 

jawab terhadap keberadaan partai dan posisi kader sebagai anggota masyarakat yang 

berusaha turut andil dalam kehidupan masyarakat serta berperan sebagai anggota 

masyarakat yang proaktif. Begitu juga halnya dengan kader perempuan. Menurut Ani 

Widyani, keberadaan kader perempuan dalam partai politik memiliki fungsi:  

1. Dapat mengubah prioritas politik parpol dan budaya internal dalam 

parpol. Keberadaan perempuan dalam parpol yang turut 

mentransformasikan agenda-agenda yang dibicarakan 

memperlihatkan adanya perubahan budaya internal partai. 



Pendapat dari kader perempuan keluar dengan karakter khas 

dalam rapat partai dan justru masukan dari perempuan yang sering 

didengar dan dijadikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.  

2. Keterlibatan perempuan sebagai pengurus harian partai akan 

mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dalam partai.  

3. Pencapaian dan hasil partisipasi perempuan secara aktif tidak saja 

dalam merubah demokrasi internal partai, tetapi juga dalam arena 

kesejahteraan keluarga, anti kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, lapangan kerja (ekonomi), dst.  

4. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik juga 

dapat mencegah terjadinya diskriminasi  terhadap perempuan yang 

selama ini terjadi dalam masyarakat seperti diskriminasi di tempat 

kerja, dihaadapan hukum, dan berbagai bentuk diskriminasi yang 

lain.  

  

2. Pemilihan Umum (Pemilu)  

Sejak merdeka tahun 1945, negara Indonesia sudah melaksanakan pemilihan 

umum (pemilu) sebanyak sebelas kali, yaitu mulai dari pemilu pertama di tahun 1955 

hingga pemilu tahun 2014 lalu. Sebagai negara demokrasi, pemilu menjadi sebuah 

sarana demokrasi yang bersifat wajib dan diselenggarakan oleh negara untuk warga 

negara guna mendapatkan legitimasi dalam pemerintahan.  

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci 
terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu dan pemilu merupakan 
wujud yang paling nyata dari demokrasi.  

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa 

pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, untuk 



memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabpaten/Kota.  

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan 

umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dari kedua undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa pemilu merupakan 

sarana yang dilakukan oleh rakyat untuk berdaulat yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tidak ada diskriminasi dari pihak manapun. 

Sehingga terciptanya pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip 

demokrasi yang mempunyai integritas.  

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 62 tentang Pemilihan 

Umum telah disebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan  

DPRD kabupaten selain harus memilih syarat calon sebagaimana dimaksud dalam dalam 
Pasal 60 juga harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang 
dibuktikan dengan kartu tanda anggota.  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 67 ayat (1) 

tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil 

seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.  

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa untuk terpilih sebagai calon 

anggota legislatif , maka seseorang harus menjadi anggota organisasi partai politik 

peserta pemilu dan melewati mekanisme yang berlaku di dalam partai. Proses 

pencalonan merupakan salah satu kunci pokok bagi hadirnya wakil-wakil rakyat yang 

bertujuan untuk mempersiapkan anggota partai, sehingga memiliki kompetensi dan 

kapabilitas yang diinginkan.  

Pada umumnya partai politik peserta pemilu telah berupaya untuk memenuhi 

kuota 30% partisipasi perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Namun pada 

kenyataannya persentase perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif dibanyak 

daerah masih sangat minim, karena pada akhirnya berhasil tidaknya calon legislatif 

tergantung pada masyarakat yang memilihnya.   

Pemilu merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatanjabatan 

politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beragam, mulai dari pemilihan presiden, 

wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam pemilu, para 

pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu 

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.  



Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan 

suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan pun dimulai. 

Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang 

sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan pada 

para pemilih.  

Menurut Ramlan, Pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian 

atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Ali 

Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan 

kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih 

anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya 

bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya 

pemerintahan negara. Sedangkan menurut Suryo Untoro, pemilu adalah suatu 

pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk 

memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat10.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, pemilu dapat dimaknai menjadi 

tiga macam perspektif, yakni perspektif tujuan, perspektif tingkat perkembangan 

negara, dan perspektif demokrasi liberal. Perspektif tujuan, sebagai pemindahan konflik 

dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjamin. 

Perspektif tingkat perkembangan negara, sebagai alat untuk membenarkan rezim yang 

berkuasa. Dan perspektif demokrasi liberal, sebagai upaya meyakinkan dan melibatkan 

individu dalam proses politik.   

Menurut Mahfud M, pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang sering 

diidentikkan sebagai suatu ajang pesta demokrasi, yang merupakan sarana pelaksana 

kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota  

Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 

ataupun memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan perundangundangan yang 

berlaku. Melalui pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian 

juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintah. (Mahfud, 

1999:221-222).  

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemilu merupakan suatu 

aspirasi rakyat yang disalurkan atas dasar hak asasi manusia untuk memilih pemimpin 

dan atau wakil rakyat secara bebas serta tidak memiliki perbedaan dimata hukum dan 

pemerintahan. Artinya, rakyat boleh memilih siapa saja tanpa adanya paksaan dan 

diskriminasi dari pihak lain.  

Lain halnya menurut Adam Pzeworski (1998) menjabarkan ada dua alasan 

mengapa pemilu menjadi variable penting dalam suatu negara demokrasi. Pertama, 

pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. 

Pengertiannya adalah legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak 

diperolehkan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan 
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memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. Kedua, demokrasi yang 

memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. 

Pemilu dalam konteks ini, hendak melembagakannya khususnya berkenaan dengan 

merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan 

melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada pelaksanaan pemilu periodik akan 

menyebabkan kekuatan-kekuatan politik (non-pemerintah), khususnya mereka yang 

ingin mengganti pemerintah menggunakan cara-cara non-demokratik, seperti 

kekerasan dan serangan fisik, tetapi memfokuskan diri menghadapi pemilu. Sebaliknya, 

bagi kekuatan politik yang sedang memerintah akan berusaha bekerja sebaik mungkin, 

agar mendapat intensif dari rakyat untuk dipilih kembali pada masa pemilu 

berikutnya11.  

Pada dasarnya pemilu dapat menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat. Hal ini 

dapat diketahui bahwa pemilu harus mampu menjaga kebebasan pemilih untuk 

menentukan sikap politiknya, menyimpan rahasia orang (akan pilihannya), diikuti oleh 

peserta yang menjunjung tinggi etika politik dan menghormati aturan main, 

dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan kebal terhadap intervensi politik 

(kekuasaan), dilandasi oleh undang-undang nomor 10 Tahun 2008, yang anti 

diskriminasi, transparan, adil dan adanya sanksi hukum yang tegas.  

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga 

perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen 

ke-empat UUD 1945 pada 2002 disahkan 10 Agustus 2003, pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan 

secara langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. 

Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004, dan pada 

tahun 2007 berdasarkan UU No. 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah 

masyarakat istilah “pemilu” lebih sering merujuk pada pemilu legislatif dan pemilu 

presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali.  

  

a. Persyaratan Ikut Pemilu  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang 

Partai politik, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

Tahun 1945. Partai politik dibutuhkan sebagai sarana demokrasi, dalam hal ini partai 

politik bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara 

yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Partai 
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politik juga mempunyai peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu pemilihan 

presiden dan dewan perwakilan rakyat (DPR).  

 Adapun syarat warga negara Indonesia untuk mengikuti pemilu legislatif  bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 51 ayat (1) huruf a, “telah berumur 21 (dua puluh 

satu) tahun atau lebih. Dan dalam Pasal 55, “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5312 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan”.  

Berdasarkan Pasal 51 tersebut dapat dipahami bahwa warga negara yang 

hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD yaitu harus seorang yang 

memiliki usia minimal 21 tahun, hal ini disebabkan karena dengan usia 21 tahun, 

diharapkan memiliki pemikiran yang cerdas dan paham akan kepentingan dan 

kebutuhan politik Indonesia. Dan berdasarkan Pasal 55 tersebut, Indonesia mewajibkan 

keterwakilan perempuan (minimal) 30% diharapkan agar adanya kesamaan dan tidak 

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan diranah sosial dan politik.   

 Terlihat jelas bahwa penekanan pada pemenuhan kuota 30% keterwakian perempuan 

dalam proses pencalonan anggota legislatif selalu diutamakan. Hal ini terlihat jelas 

bahwa pada masa sekarang perempuan dalam perannya di pemerintahan sudah sangat 

terlindungi dengan adanya undang-undang dan jiwa HAM yang termasuk dalam 

amandemen. Dan undang-undang tersebut juga jelas diamanatkan tentang adanya 

prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran 

akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warganegara, 

serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.   

Oleh karena itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter 

bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas 

dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh 

dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan 

keikhlasan untuk berkorban demi kepentingan bangsa.14  

  

b. Sistem Pemilu  

Agar pemilu terlaksana dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, maka sistem pemilu dilaksanakan dengan 

mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman. Dalam praktik  

ketatanegaraan, sistem pemilu dikenal dengan dua cara, diantaranya:  

1. Sistem distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil)  
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Dalam sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara 

terbanyak. Sistem distrik memiliki variasi, seperti firs past the post, yaitu sistem yang 

menggunakan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, 

pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak. The two round system, 

sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang 

pemilu. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara 

mayoritas. The alternative vote, yakni sama seperti firspast the post bedanya para 

pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking 

terhadap calon-calon yang ada. Block vote, yaitu para pemilih  

                                                           
14 Hariti, Siti Sastriyani. 2009. Gender and Politics. Yogyakarta: Pusat Studi  
Wanita Universitas Gadjah Mada dengan PENERBIT TIARA WACANA. Halm.  
65.  
memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa 

melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.  

  

2. Sistem proporsional (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil)  

Dalam sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Prinsip utama di dalam 

sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu 

ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional, sistem ini 

mengggunakan sistem multimember district. Ada dua macam sistem proporsional, yakni 

list proportional representation, maksudnya di sini partaipartai peserta pemilu 

menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. Alokasi 

kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Dan the single transferble, 

maksudnya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya. Pemenangnya 

didasarkan atas penggunaan kuota.  

 Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahwa cara menghitung 

perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam 

parlemen bagi masing-masing partai politik.  

 Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. Pertama, 

menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. 

Kedua, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan 

rakyat dapat menagih tanggungjawab atau janjijanji wakil rakyat yang telah terpilih. 

Ketiga, sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing agar melakukannya dengan 

cara yang tidak sama. Baik sistem pemilihan distrik maupun sistem proporsional sama-

sama mempunyai kelebihan dan kelemahan. Penyempurnaan dan penyeimbangan bagi  

kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan itu kemudian melahirkan gagasan sistem 

pemilihan campuran.  



 Di Indonesia, sistem pemilu pada tahun 2004 dan 2009 diubah menjadi sistem 

proporsional terbuka, namun penetapan nomor urut menjadi kendala, khususnya untuk 

caleg perempuan. Meskipun daftar caleg perempuan yang diajukan partai politik 

memenuhi kuota 30%, namun banyak perempuan yang berada tidak pada nomor urut 

jadi, sehingga perolehan suara tidak mampu menyentuh caleg perempuan yang masuk 

dalam daftar. Akibatnya, banyak kasus caleg perempuan yang mendapat suara lebih 

besar dari pada caleg pada nomor urut di atasnya harus memberikan suaranya kepada 

caleg di nomor urut atas tersebut sampai memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP). 

Inilah ketidakadilan bagi caleg perempuan, sehingga UU tersebut masih sangat perlu 

untuk dievaluasi dan direvisi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah 

politik.  

  

c. Tahapan Pemilu  

Dalam tahapan pencalonan anggota legislatif ada beberapa hal yang harus 

dilakukan, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang  

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:   

Pasal 4 

(2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: 

a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;  

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;  

c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;  

d. penetapan peserta Pemilu;  

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;  

f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;  

g. masa Kampanye Pemilu;  

h. masa Tenang;  

i. pemungutan dan penghitungan suara;  



j. penetapan hasil Pemilu; dan  

k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota.  

Dari tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut diharapkan agar partai politik 

dan calon kandidat peserta pemilu wajib memperhatikan tahapan tersebut dimulai dari 

perencanaan, pemutakhiran, pendaftaran, penetapan, pencalonan, kampanye, 

pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil dan pengucapan sumpah oleh 

calon legislatif terpilih.  

Menurut Summary, ada beberapa hal yang harus diperhatikan partai dalam 

pemilu, yaitu:  

1. pencalonan caleg untuk pemilu di masing-masing tingkatan harus menyertakan 

minimal 30% kandidat dalam DCS.  

2. Menggunakan metode zigzag dalam meletakkan caleg laki-laki dan perempuan 

dalam DCT.  

3. Kriteria untuk menyeleksi kandidat harus berdasarkan prinsip adil gender, 

terukur dan transparan.  

4. Kriteria caleg dan mekanisme pencalonan caleg harus dicantumkan secara jelas 

di dalam AD/ART parpol.  

5. Memperbolehkan kandidat independen untuk menjadi caleg dalam pemilu.  

  

3. Partisipasi Perempuan   

Pasca reformasi tahun 1999, gerakan politik perempuan mulai bangkit lagi, 

terutama untuk melakukan penyadaran perempuan untuk kembali berpartisipasi dalam 

politik. Beberapa agenda yang diusung misalnya dengan mendorong partai peserta 

pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan serta mendorong 

keterlibatan perempuan lebih banyak dalam partai politik dan lembaga legislatif. 



Perjuangan politik yang dilakukan gerakan perempuan ini ternyata membuahkan hasil 

dengan lahirnya undang-undang dibidang politik.13  

Dan akhirnya, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan. Apabila ditelusuri dalam sistem hierarki tersebut yakni melalui 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menegaskan bahwa urutan perundangundangan yang tertinggi adalah 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Terdapat pada Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “segala warga 

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini 

menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada 

diskriminasi diantara warga negara (laki-laki dan perempuan), baik mengenai hak 

maupun kewajibannya.   

  

a. Gender dan Politik Perempuan  

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John M. 

echols dan Hassan Sadhily, 1983: 256). Secara umum, pengertian gender adalah 

perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan 

tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah 

suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, 

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 

berkembang dalam masyarakat.  

Pada dasarnya, kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat 

sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang 

memberi perlindungan yuridis padanya, termasuk landasan yang kuat akan hak-haknya 

terlibat dalam politik dan lembaga politik formal.  Menurut Romany sihite (2007 : 156-

157) penegasan hak-hak politik perempuan ini dibuktikan dengan telah diratifikasinya 

konvensi hak-hak Politik Perempuan (Convention on the  

Political of Rihts of Women). Ketentuan dalam Konvensi PBB tentang Hak- hak Politik 

perempuan menjelaskan sebagai berikut:  

a. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan 

dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu  
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diskriminasi.  

b. Perempuan berhak untuk di pilih bagi semua badan yang di pilih secara 

umum, di atur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama 

dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.  

c. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan 

semua fungsi publik, di atur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang 

sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.   

Menurut Sugiyah, bahwa pembangunan dibidang perempuan dewasa ini 

menggunakan konsep GAD (Gender and Development/Gender dan Pembanguanan), 

yaitu pembanguanan yang berwawasan Gender. Konsep ini menitikberatkan pada 

usaha kemampuan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki, perempuan bukan 

satu-satunya sasaran pembanguan. Sehubungan dengan itu perlu adanya pengenalan 

atau pemasyarakatan gender sehingga masyarakat menjadi sadar.  

Wawasan Ggender and Develompment (GAD) menurut Moeljarto (hlm.54) 

bahwa GAD mendekati permasalahan dari perspektif holistic, dengan melihat 

bagaimana masyarakat di organisir, baik secara ekonomi, politis, maupun kultural. 

Fokus perhatiannya adalah pada konstruksi sosial gender, yang mengatur alokasi 

peranan, atribut, hak, kewajiban, tanggung jawab maupun harapan baik pada lakilaki 

maupn pada perempuan. (Ibid, hlm. 194).  

Konsep gender dan pembangunan ini melihat bahwa konstruksi sosial yang 

membentuk konsepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara laki-laki dan 

perempuan, baik dalam fungsi produksi maupun reproduksinya, seringkali merupakan 

penyebab dari rendahnya kedudukan dan status perempuan relatif terhadap laki-laki. 

Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah mengapa perempuan secara sistematis 

selalu ditempatkan pada posisi inferior dan sekunder dibandingkan dengan laki-laki. 

Wawasan ini ditujujan untuk merubah hubungan gender yang eksploitatif atau 

merugikan salah satunya, menjadi hubungan yang seimbang,selaras dan serasi.  

Pada intinya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama 

dalam Negara, namun yang terjadi adalah perempuan masih terbatas ikut dalam setiap 

kebijkan-kebijkan publik yang ada, dan setiap kebijkan yang ada tidak berspektif gender  

sehingga dapat diharapkan bahwa kedepan pembagian kekuasaan baik di eksekutif, 

yudikatif dan legislatif dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tidak ada lagi 

diskriminasi bagi perempuan. Idiologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk 

mengatur relasi manusia mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin 

yang membuahkan sifat, peran, dan posisi atas dasar jenis kelamin juga.  



Budaya idiologi patriarki yang masih sangat kental  yang mewarnai berbagai 

macam aspek kehidupan dan struktur masyarakat yang diperkuat oleh ajaran agama 

yang sudah disinggung di latar belakang yang dipahami dan ditafsirkan secara tekstual, 

determinan dan patriarki merupakan faktor utama dan menjadi akar permasalahan 

masih adanya ketimpangan dan kesenjangan gender di masyarakat, masih kuatnya 

sistem patriarki yang mengakar pada tradisi sosial dan agama inilah yang kemudian 

menjadi kendala tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.  

Defenisi Gender menurut para ahli:  

a. Baron (2000: 188) mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari 

konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai  seorang lakilaki 

atau perempuan. Definisi dari Baron mengartikan gender  sebagian dari 

konsep diri sebatas pengenalan secara individu, artinya bahwa peran 

antara perempuan dan laki-laki hanya sebatas jenis kelamin dan tidak 

mengartikan itu sebagai suatu masalah.   

b. Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah  gender dan seks 

memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu 

pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender 

mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang lakilaki dan 

perempua.(zaxshack.wordpress.com).  

Definisi dari Santrock lebih banyak mengemukakan pendapatnya bahwa seks 

dan gender memiliki perbedaan dari segi dimensinya masing-masing.  Seks mengacu 

pada jenis kelamin sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang 

laki-laki dan perempuan, yaitu tentang jenis kelamin dan peran dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Bagaimana keduanya bisa membagi peran masing-masing sehingga tidak 

ada diskriminasi. Dari kedua defenisi ini dapat diartikan bahwa ketiga pandangan ini 

masing-masing saling melengkapi yaitu Baron lebih menekankan pada konsep diri atau 

individu  penekanannya kepada melihat diri sebagai perempuan dan laki-laki sedangkan 

Santrock juga sama pada perbedaan jenis kelamin atau seks namun lebih pada 

kehidupan sosial budaya individu laki-laki dan perempuan.  

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu 

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik , hukum, ekonomi, sosial budaya, 

pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan 



dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi 

penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadapa laki-laki 

maupun perempuan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan 

tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 

memiliki akses , kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan 

partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya 

dan memilki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan 

hasil sumber daya tersebut. Memiliki control berarti memiliki  kewenangan penuh 

untuk dan mengambil keputusan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat 

yang sama dari pembangunan.  

  

  

 

  
  

b.  Partisipasi Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif   

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba, partisipasi dapat diartikan sebagai 

kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk 

mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan yang diambil oleh mereka.  

Sedangkan menurut H. Mc. Closky partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela 

dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan 

dan/atau pencalonan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

pembentukan kebijakan umum.  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan terkait 

defenisi partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif adalah 

keikutsertaan perempuan dalam kegiatan untuk mempengaruhi proses pembentukan 

kebijakan umum dalam pemilihan dan pencalonan penguasa, atau pemilihan dan 

pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.  

Secara keseluruhan, proporsi perempuan sebagai anggota legislatif sangat 

sedikit, pada pemilu 1999 pemilih yang berjenis kelamin perempuan mencapai 57%, 

namun jumlah wakil perempuan dalam parlemen DPR RI hanya 9%. Hal ini 

menunjukkan bahwa struktur budaya dan politik Indonesia belum berpihak pada 

perempuan, pada pemilihan umum 1999 yang dinilai sudah adil dan jujur oleh beberapa 

pihak, ternyata jumlah perempuan di DPR/MPR dan DPRD justru menurun dibanding 

hasil pemilihan umum sejak tahun 1977, 1982, 1992, yang bisa mencapai 11% 

sedangkan pemilihan umum 1999 tidak mencapai 10%, sementara itu pada pemilihan 



2009 jumlah calon legislatif yang mencalonkan diri juga masih rendah dibandingkan 

pada tahun 200414.  

 Dalam penetapan calon anggota legislatif disemua tingkat, mulai dari DPRD 

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR Pusat, setiap partai diwajibkan memenuhi 

kuota 30%. Hal tersebut juga memperhitungkan nomor urut, yaitu dari tiga orang calon, 

harus terdapat satu orang kader perempuan. Jadi, misalkan sebuah partai politik 

menetapkan calon dari sebuah dapil adalah enam orang, maka minimal dua orang 

adalah perempuan. Dan nomor urut yang diberikan kepada kader perempuan ini 

haruslah mengikuti kaidah kuota 30% tersebut. (Suryadi. 2007).  

 Setelah UUD 1945 diamandemen, lembaga DPR dan DPRD sebagai salah  

satu pilar demokrasi semakin kuat dan signifikan dalam sistem politk Indonesia. DPR dan 

DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR dan DPRD selaku 

pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk 

membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden dan Bupati serta 

Gubernur. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang dan APBN.  

 Dari fungsi tersebut, maka terlihat sisi pentingnya peran perempuan di DPR dan DPRD, 

yaitu untuk:  

1. Meningkatkan pengawasan program dan anggaran, baik pada level 

perencanaan maupun pencapaian pembangunan.  

2. Mendorong pencapaian RPJMN-RPJMD yang lebih menekankan aspek  

kualitatif, di samping pencapaian target secara kuantitatif.  

3. Mendorong upaya reformulasi Dana Perimbangan, yaitu reformulasi penentuan 

DAU dengan mengunakan indikator tingkat kesejahteraan dan infrastuktur 

sebagai faktor dominan.  

Namun di samping itu, masih banyak yang harus diperjuangkan di lembaga 

legislatif, karena masih banyak persoalan yang menghimpit perempuan, seperti 

kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dari cultural dan structural, 30% 
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keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum terwujud dan kemisinan di 

Indonesia berwajah perempuan.  

Data statistik di beberapa lembaga tinggi Indonesia sejak lama telah 

mengikutsertakan partisipasi perempuan di dalamnya. Namun presentasi dari data 

tersebut masih belum menunjukkan affirmative action, diantaranya dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

 

  

  
Tabel I.4  

Perempuan dalam Institusi Politik Formal 2001  

Institusi   Perempuan   (%)  Laki- 
Laki  

(%)  

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR)  

18  9,2  117  90,8  

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  44  8,8  455  91,2  

Mahkama Agung (MA)  7  14,8  40  85,2  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  0  0  7  100  

Dewan  Pertimbangan  Agung (DPA)  2  4,4  43  95,6  

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  2  18,1  9  81,9  

Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD)  

27  18  123  82  

Gubernur   0  0  30  100  

Walikota   5  1,6  331  98,5  

Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan 

IV  

1883  7  25110  93  

Hakim   536  16,2  2775  83,8  

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  35  23,4  150  76,6  

Sumber: divisi Perempuan dan Pemilu CETRO, 2002  

Tabel I.5  
Perempuan dalam Parlemen Pasca Reformasi  

Periode   Perempuan   Laki-Laki  

1999 – 2004   9,0%  91%  

2004 – 2009   11,09%  88,9%  

2009 – 2014   17,6%  82,4%  

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001  



Tabel di atas menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan semakin lama 

semakin meningkat. Hal ini terlihat jelas dari jumlah kader perempuan yang terpilih 

sebagai anggota legislatif pada tahun 1999 mencapai 9,0%, meningkat pada tahun 2004 

menjadi 11,09% dan meningkat pada tahun 2009 mencapai 17,6%.  

  

  
Tabel I.6  

Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2001  

Provinsi   Perempuan   (%)  Laki- 
Laki  

(%)  

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)  3  5,2  55  94,8  

Sumatera Utara  3  3,4  86  96,6  

Sumatera Barat  4  6,8  55  93,2  

Jambi  3  6,1  46  93  

Riau   1  4,5  21  95,5  

Sumatera Selatan  10  12,7  69  87,3  

Bengkulu  2  4,1  47  95,9  

Lampung  4  5,1  75  75  

DKI Jakarta  7  7,9  82  82  

Jawa Barat  3  3  97  97  

Jawa Tengah  5  4,8  99  95,2  

DI Yogyakarta  3  5,1  56  94,9  

Jawa Timur  11  10,6  93  89,4  

Kalimantan Barat  3  5,1  56  94,9  

Kalimantan Tengah  1  2  48  98  

Kalimantan Selatan  6  10,1  53  89,9  

Kalimantan Timur  5  10,2  44  89,8  

Bali  0  0  39  100  

Nusa Tenggara Barat  3  3,6  52  96,4  

Nusa Tenggara Timur  2  3,4  57  96,6  

Sulawesi Utara  4  8,2  45  91,8  

Sulawesi Tengah  4  2  45  91,8  

Sulawesi Tenggara  1  2,6  48  98  

Sulawesi Selatan  2  2  73  97,4  

Maluku  1  2  48  98  

Papua  3  6,5  43  93,5  

Sumber: Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO, 2001  
Catatan: Tidak terdapat data untuk wilayah provinsi baru: Bangka Belitung,  
Banten, Gorontalo dan Maluku Utara  
  



Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa rendahnya partisipasi perempuan 

dalam DPRD Provinsi tidak berbeda dengan kondisi di tingkat nasional. Dalam hal 

keterwakilan politik perempuan, tidak terdapat perbedaan antar provinsi yang berada 

di wilayah maju (Indonesia bagian Barat) dengan provinsi yang berada di daerah 

tertinggal (Indonesia bagian Timur). Pada nuansa yang lain,  kita juga tidak melihat 

adanya perbedaan antara provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam 

dan provinsi yang penduduknya mayoritas non-muslim (Sulawesi  

Selatan dengan Bali). Presentasi rata-rata perempuan dalam DPRD provinsi di Indonesia 

adalah 5,4 persen, jumlah yang bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan angka 9 

di dalam DPR. Jika kita lihat dalam satu garis lurus, maka disatu sisi presentasi tertinggi 

12,7 persen tercatat di Sumatera Selatan, dan disisi lain Bali  

adalah satu-satunya provinsi yang tidak memiliki perempuan dalam DPRD  

Provinsi.  

  

F. Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini fokus pada partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Keterlibatan dalam partai politik :  

• Pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam 

kepengurusan partai politik  

• Kendala partai politik dalam memenuhi kuota 30% 

keterwakilan perempuan  

• Akses perempuan untuk menjadi anggota legislatif  

2. Tahapan pencalonan anggota legislatif :  

• Pengumuman  

• Pendaftaran dan penjaringan  



• Penyaringan (verifikasi data)  

• Penetapan bakal calon legislatif  

3. Penetapan hasil di DPRD Kabupaten Gunungkidul  

  

G. Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Menurut Lexi J. Maleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Maloeng, 2005:6).  

Metode penelitian merupakan langkah awal yang mendasar dalam mencapai 

suatu tujuan dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

nantinya akan ditentukan jenis dan sifat penelitian, unit analisis, penentuan populasi, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian untuk mengkaji data baik berupa kata-kata 

ataupun lisan dari obyek yang diamati.15 Menurut Creswell, penelitian jenis kualitatif 

bertujuan untuk menggali makna dari masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu peneliti melukiskan fakta 

dan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana adanya, kemudian dianalisis 

menggunakan kerangka teori. Dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan 

mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif menurut 

fakta dan data yang ada.  

2. Unit Analisis  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek partisipasi perempuan Dewan 

Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunungkidul.  

 Subyek dalam penelitian ini adalah perempuan DPC PDI Perjuangan  
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Kabupaten Gunungkidul dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014. 

Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sample atau 

sampel tujuan, yaitu penentuan informan yang didasarkan pada tujuan penelitian. 

Beberapa informan yang akan saya wawancarai, antara lain:  

 
 

Tabel I.7  
Daftar Informan Penelitian  

  

Informan   Jumlah (Orang)  

Caleg perempuan terpilih dari PDI Perjuangan  2  

Ketua dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul  1  

Wakil ketua bidang DPC PDI Perjuangan  5  

Jumlah   8  

  

  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini  

antara lain:  

a. Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistemik mengenai 

fenomena-fenomena yang telah diteliti. Pelaksanaan observasi bertujuan untuk 

meneliti, memahami dan mengenal akan subyek dan objek yang diteliti.   

Menurut Patton (1990) bahwa data observasi adalah uraian rinci tentang 

situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan (dalam Ivanovich 

Agusta, 2009:1). Pengamatan secara langsung merupakan bagian penting dalam 

mengumpulkan data-data yang menjadi elemen dasar dalam sebuah penelitian. Dengan 

observasi diharapkan dapat mengungkap perilaku, sikap, kebiasaan, kondisi real dan 

hubungan diantara subyek yang sedang diamati. Sehingga dapat menciptakan sebuah 

hasil penelitian yang empiris dan bisa dipertanggungjawabkan.  

Menurut Prof. Dr. S. Eko P.W., M.Pd., observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak 

dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak disebut dengan 

data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode 

ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa observasi merupakan 

salah satu metode pengumpulan data dimana pengumpul data mengamati secara visual 



gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk 

catatan, sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan peneliti.  

Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengamati secara 

langsung di lapangan guna memperoleh fakta dan gambaran nyata tentang partisipasi 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul.  

  

b. Wawancara  

Wawancara menjadi salah satu metode pokok dalam jenis penelitian kualitatif. 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan tatap muka secara langsung, dimana 

pihak pertama disebut pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua 

disebut terwawancara yang memberikan jawaban.16 Tujuannya untuk menggali data 

dari informan guna memperkuat data penelitian.  

Menurut Patto (1990) bahwa wawancara adalah merupakan hasil pembicaraan, 

kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan 

dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam (Ivanovich Agusta, 

2009:1).  

Menurut Prof. Dr. S. Eko P.W., M.Pd., wawancara merupakan suatu proses 

tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan 

responden atau orang yang diinterviu (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara merupakan cara pengumpulan 

data yang langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial, baik yang terpendam 

(latent) maupun tampak.17  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi melalui hubungan interaksi wawancara langsung antara 

peneliti dengan subyek penelitian. Dengan wawancara akan membangun  

komunikasi dua arah dan bisa memastikan kondisi nyata yang terjadi pada saat itu, 

sehingga subyek dapat menyampaikan informasi-informasi yang bersifat penting.  

 

c. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan data sekunder yang bisa memperkuat data-data 

primer. Metode dokumentasi adalah teknik pengambilan data dari dokumen baik 

berupa buku, jurnal, arsip dan foto serta berita yang disiarkan oleh media massa. 

                                                           
16

 Lexy J. Maloeng.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Kosdaya Karya. Halm. 3  
17

 Prof. Dr. S. Eko Putro Widoyoko, M. Pd. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen 
Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halm. 40.  



Menurut Patton (1990) bahwa dokumentasi adalah bahan tertulis: petikan atau 

keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman dan kasus sejarah (Ivanovich Agusta, 

2009:1).  

Uraian dari metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti 

catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Tujuan 

digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang 

partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di DPC PDI Perjuangan 

Kabupaten Gunungkidul.  

d. Analisis Data  

Adalisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan tersebut, 

dapatlah ditarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama 

mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan 

lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, 

dan sebagainya.  

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode 

pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data 

tersebut dangan menggunakan analisis secara deskriptif interpretatif. Analisis deskriptif 

interpretatif merupakan suatu upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial 

atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. 

Metode interpretatif melihat sebuah fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam 

memahami makna sosial. Dan dapat dikatakan juga metode interpretatif merupakan 

suatu teknik yang menggambarkan dan  

menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian 

dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga 

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.  

Menurut M. Nazir, bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data diperoleh 

dengan mengumpulkan data dan dideskripsikan secara sistematis melalui faktafakta 

yang ada.  

  

  
BAB II  

PROFIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN PARTAI DEMOKRASI  



INDONESIA PERJUANGAN  

  

A. PROFIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL  

1. Sejarah Singkat Kabupaten Gunungkidul  

Kabupaten Gunungkidul (bahasa Jawa: Hanacaraka) adalah salah satu kebupaten 

di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pusat pemerintahannya berada di Kecamatan 

Wonosari. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan sejarah  

Kabupaten Gunungkidul. Upaya panitia untuk melacak hari jadi atau sejarah Kabupaten 

Gunungkidul pada tahun 1984 baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, 

pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar, serta daftar kepustakaan yang ada, 

akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dengan Wonosari sebagai pusat 

pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831 atau 15 Besar Je 1758 dan 

dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No. : 

70/188.45/6/1985 tentang Penetapan Hari, tanggal, bulan dan tahun Hari Jadi 

Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh Bupati saat itu KRT Sosro Hadiningrat 

tanggal 14 Juni 1985.   

Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu 

daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibukota 

kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul 

dipimpin oleh KRT Labaningrat.  

  

2. Kondisi Geografis  

a. Letak Astronomis  

Secara astronomis Kabupaten Gunungkidul terletak pada koordinat : 110O  

21' sampai 110O 50' Bujur Timur dan 7O 46' sampai 8O 09' Lintang Selatan.  

b. Letak dan Batas Wilayah  



Secara teritorial Kabupaten Gunungkidul terletak di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:  

Sebelah Barat   : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY).  

Sebelah Utara   : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo (Provinsi   

        Jawa Tengah).  

Sebelah Timur  : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).  

Sebelah Selatan  : Samudera Hindia.  

  

c. Luas Wilayah  

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63% 

dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak disebelah 

Tenggara Kota Yogyakarta (Ibukota DIY), dengan jarak 39 km.  

Kabupaen Gunungkidul merupakan daerah pegunungan sekaligus pesisir yang memiliki 
banyak tempat wisata pantai serta memiliki sumber daya kelautan yang sangat indah.  

  

d. Pembagian Wilayah Administrasi  

Secara administratif, wilayak Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 

kecamatan dan 144 desa. Adapun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gunungkidul 

yaitu : (1) Kecamatan Gedangsari, meliputi Desa Hargomulyo,  

Mertelu, Watugajah, Sampang, Serut, Ngalang, dan Tegalrejo. (2) Kecamatan Girisubo, 

meliputi Desa Balong, Jepitu, Karangawen, Nglindur, Jerukwudel,  

Tileng, Pucung, dan Songbanyu. (3) Kecamatan Karangmojo, meliputi Desa Bejiharjom 

Wiladeg, Bendungan, Kelor, Ngipak, Krangmojo, Gedangrejo, Ngawis, dan Jatiayu. (4) 

Kecamatan Ngawen, meliputi Desa Tancep, Sabirejo, Jurangjero, Kampung, Beji, dan 

Watusigar. (5) Kecamatan Nglipar, meliputi Desa Natah,  

Pilangrejo, Kedungpoh, Pengkol, Kedungkeris, Nglipar dan Katongan. (6)  



Kecamatan Paliyan, meliputi Desa Sodo, Pampang, Grogol, Karangduwet, Karangasem, 

Mulusan dan Giring. (7) Kecamatan Panggang, meliputi Desa Girikarto, Girisekar, 

Girimulyo, Giriwungu, Giriharjo, dan Girisuko. (8) Kecamatan Patuk, meliputi Desa 

Bunder, Beji, Pengkok, Semoyo, Salam, Patuk, Ngoro-oro, Nglanggeran, Putat, Nglegi 

dan Terbah. (9) Kecamatan Playen, meliputi Desa Banyusoco, Plembutan, Bleberan, 

Getas, Dengok, Ngunut, Playen, Ngawu, Bandung, Logandeng, Gading, Banaran, dan 

Ngleri. (10) Kecamatan Purwosari, meliputi Desa Giripurwo, Giricahyo, Girijati, Giriasih, 

dan Giritirto.  

(11) Kecamatan Ponjong, meliputi Desa Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo, Kenteng, 
Sumbergiri, Genjahan, Ponjong, Karangasam, Bedoyo, Sidorejo, dan  

Gombang. (12) Kecamatan Rongkop, meliputi Desa Bohol, Pringombo,  

Botodayaan, Petir, Pucanganom, Semugih, Melikan, dan Karangwuni. (13)  

Kecamatan Saptosari, meliputi Desa Krambilsawit, Ngloro, Jetis, Kepek, Kanigoro,  

Monggol, dan Planjan. (14) Kecamatan Semanu, meliputi Desa Ngeposari,  

Semanu, Pacarejo, Candirejo, dan Dadapayu. (15) Kecamatan Semin, meliputi  

Desa Kalitekuk, Kemejing, Bulurejo, Sumberejo, Bendung, Candirejo, Rejosari, 

Karangsari, Pundungsari, dan Semin. (16) Kecamatan Tanjungsari, meliputi Desa 

Hargosari, Kemiri, Kemadang, Banjarejo, dan Ngestirejo. (17) Kecamatan Tepus, meliputi 

Giripanggung, Sumberwungu, Sidoharjo, Tepus, dan Purwodadi. (18)  

Kecamatan Wonosari, meliputi Desa Wonosari, Kepek, Piyaman, Gari, Karangtengah, 

Selang, Baleharjo, Siraman, Pulutan, Wareng, Duet, Mulo, Wunung dan Karangrejek.  

  

3. Iklim  

Wilayah Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah beriklim tropis, dengan 

topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst. Wilayah 

Selatan didominasi oleh kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam 

dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan 

kondisi lahan di kawasan Selatan kurang subur yang berakibat budidaya pertanian di 

kawasan ini kurang optimal.  

  
Kondisi iklim Kabupaten Gunungkidul secara umum menunjukkan kondisi 

sebagai berikut:   

(1) Curah hujan rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1.954,43 mm/tahun 

dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/tahun. Bulan basah 7 



bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Wilayah Kabupaten 

Gunungkidul sebelah Utara merupakan wilayah yang memiliki curah 

hujan paling tinggi dibanding wilayah Tengah dan Selatan.   

(2) Suhu udara rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu 

maksimum 32,4°C.  

(3) Kelembaban nisbi berkisar antara 80%-85%, tidak dipengaruhi tinggi 

tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim.  

  

4. Topografi   

Berdasarkan kondisi tofografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi tiga zona 

pengembangan, yaitu:  

(1) Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 meter 

sampai 700 meter di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, 

terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6 meter sampai 12 

meter dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan 

batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi 

Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan 

Pojong bagian utara.   

(2) Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan 

ketinggian 150 meter sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jenis 

tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam 

dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau 

panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai 



di atas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah 

berkisar antara 60 meter sampai 120 meter dibawah permukaan tanah. 

Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Pojong 

bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara.   

(3) Zona Selatan disebut wilayah pengembangan gunung seribu (Duizon 

gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 meter sampai 

300 meter di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentukannya 

adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical 

limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak 

dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kecamatan 

Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, 

Panggang, Ponjong bagian selatan dan  

Kecamatan Semanu bagian selatan.  

  

5. Pemerintahan   

Organisasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah 

beserta perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas 

daerah, lembaga teknis daerah, RSUD, dan kecamatan. Perangkat daerah dimaksud 

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun  

2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Sekretariat  

Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat 

Daerah, yaitu:  

(1) Sekretaris Daerah.  



(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi: 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian  

Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Administrasi 

Pemerintahan Desa.   

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi: Bagian 

Administrasi Sumber Daya Alam, dan Bagian Administrasi 

Pembangunan.   

(4) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi: Bagian Umum, Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol. Bagian Hukum dan Bagian 

Organisasi.   

(5) Staf Ahli yang terdiri dari: Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli 

Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan,  

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan  

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.   

(6) Kelompok Jabatan Fungsional.  
Sedangkan Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  

Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan  

Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Keduduksn, 

dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dengan struktur organisasi sebagai 

berikut: Sekretaris DPRD, bagian tata usaha, bagian perencanaan dan keuangan, bagian 

risalah dan perundang-undangan, bagian persidangan dan protokol dan kelompok 

jabatan fungsional.  

Lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun  

2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga  

Teknis Daerah, adalah sebagai berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  



Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pemberdayaan  

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Bencana, Kantor Kesatuan Bangsa dan  

Politik, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kantor Pengelolaan Pasar, 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja.  

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat dari 

bencana dalam bentuk penanggulangan bencana sehingga Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan  

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan 
yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan dan 
bertanggungjawab kepada Bupati.  

  

6. Sosial Budaya Masyarakat  

Bentuk wilayah atau fisografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah 

satu instrumen penting dalam pembangunan. Karakteristik sosial budaya masyarakat 

Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur 

warisannenek moyang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah 

berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi 

dengan kultur masyarakat yang ada.  

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal 

(bahasa Jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) 

secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan 

lain-lain).   

Organisasi kesenian sebagai budaya yang terus dipupuk dan dilestarikan oleh 

masyarakat berjumlah 1.878 organisasi, dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 

orang. Sementara itu desa budaya yang dikembangkan oleh pemerintah untuk 

menunjang kesejahteraan masyarakat sebanyak 10 desa budaya, cagar budaya yang 

dimiliki sebanyak 5 buah serta benda cagar budaya sejumlah 692 buah yang tersebar di 

wilayah Kabupaten Gunungkidul.  

  

7. Kependudukan  



Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY dengan jumlah 

penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk 2010 jumlah 

penduduk Kabupaten Gunungkidul berjumlah 680.406 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 328.878 jiwa dan perempuan sebanyak 351.528 jiwa.  

Tabel II.1  
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012  

No.  Kecamatan  Laki-Laki  Perempuan  Jumlah  

1.  Panggang  12.791  3.898  16.689  

2.  Purwosari  9.392  10.226  19.618  

3.  Paliyan  14.028  15.188  29.216  

4.  Saptosari  16.549  17.833  34.427  

5.  Tepus  15.281  16.754  32.035  

6.  Tanjungsari  12.420  13.754  25.815  

7.  Rongkop  13.027  13.997  27.024  

8.  Girisubo  10.586  11.704  22.024  

9.  Semanu  25.042  26.930  51.972  

10.  Ponjong  24.196  25.834  50.030  

11.  Karangmojo  23.613  25.376  48.989  

12.  Wonosari  39.089  40.861  79.950  

13.  Playen  26.609  28.475  55.084  

14.  Patuk  15.050  15.805  30.855  

15.  Gedangsari  17.354  15.805  35.426  

16.  Nglipar  14.497  18.072  30.871  

17.  Ngawen  15.453  16.374  31.751  

18.  Semin  23.838  25.412  49.250  

Jumlah  328.878  351.528  680.406  

Sumber: diolah dari http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php  

  

8. Kesahatan dan Pendidikan   

Status gizi serta perilaku kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul sampai 

pada tahun 2011 mengalami pasang surut, berdasarkan dari data Dinas Kesehatan 



Kabupaten Gunungkidul, saat ini terdapat rata-rata penduduk sakit per tahun sebanyak 

5.856 orang, sedangkan Prevalensi Balita Gizi Buruk sebanyak 0,73%. Dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah senantiasa meningkatkan dan 

melakukan penambahan-penambahan fasilitias kesehatan dengan cakupan yang 

semakin luas, dekat dengan masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Peningkatan 

fasilitas tersebut berupa penambahan polindes sebanyak 31 unit, puskesmas keliling 

sebanyak 42 unit, puskesmas pembantu sebanyak 110 unit, Rumah Sakit Umum tipe C 

sebanyak 1 unit, dan Laboratorium sebanyak 1 unit.  

Sampai saat ini masyarakat masih mengandalkan sarana kesehatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah melalui tempat pelayanan kesehatan masyarakat di 

puskesmas atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Kebijakan pemerintah di bidang 

kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan 

kesehatan, dengan tujuan sebagai berikut:   

(1) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama 

bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.   

(2) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan 

masyarakat.   

(3) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, 

prasarana, dan tenaga kesehatan. (4) mewujudkan lingkungan 

perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak.  

Selain Bidang Kesehatan, peningkatan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten 

Gunungkidul dari tahun ke tahun terus ditingkatkan sesuai dengan amanat dokumen 

RPJMD tahun 2010-2015 tentang kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan dengan prioritas program untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas 

pelayanan pendidikan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: mewujudkan pelayanan 

pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama 

masyarakat miskin, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, 

serta efisiensi, efektivitas dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.  

Tabel II.2  
Jumlah siswa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011  

Jenjang  2010 (Orang)  2011 (Orang)  



TK  13.579  13.663  

SLB  302  460  

SD dan sederajat  56.163  54.483  

SLTP dan sederajat  26.999  25.316  

SMU  6.022  5.786  

SMK  16.882  15.866  

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul  

  

  
Tabel II.3  

Jumlah Tenaga Pendidik Tahun 2010-2011  

Jenjang  2010 (Orang)  2011 (Orang)  

TK  1.613  1.613  

SD dan sederajat  4.724  5.128  

SLB  26  116  

SLTP dan sederajat  2.348  2.452  

SMU  825  855  

SMK  1.576  1660  

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul  

  

Tabel II.4  
Fasilitas Pendidikan Tahun 2011-2012  

Jenjang  2011 (Unit)  2012 (Unit)  

Taman Bermain  349  349  

TK  634  634  

SLB  8  8  

SD dan sederajat  485  486  

SLTP dan sederajat  107  107  

SMU  24  24  



SMK  44  44  

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul  

  

9. Sarana dan Prasarana  

Pergerakan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh fasilitas 

sarana dan prasarana yang tersedia, salah satunya adalah sarana jalan. Fasilitas tersebut 

di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 berpengaruh dalam menunjang aksesibilitas 

yang dibutuhkan masyarakat. Panjang jalan nasional sepanjang 61,42 Km, jalan provinsi 

sepanjang 260,33 Km dan jalan kabupaten sepanjang 686 Km.  

Tabel II.5  

Kondisi Jalan di Kabupaten Gunugkidul Tahun 2011-2012  

Jalan   2011    2012   

  Baik  Sedang  Kurang  Baik  Sedang  Kurang  

Nasional   56,11      56,11      

Provinsi   166,57  67,13  33,86  166,57  67,13  33,86  

Kabupaten   418,48  48,5  219,02  431,81  48,5  219,02  

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum  

 Selain sarana dan prasarana jalan, kebutuhan mendasar yang tidak kalah penting adalah 

penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih hambatan utamanya adalah 

kondisi geografi Gunungkidul yang berbukit-bukit sehingga membutuhkan investasi yang 

cukup besar, akan tetapi pemerintah tetap berupaya mencukupi kebutuhan air bawah 

tanah yang tersedia melimpah di Kabupaten Gunungkidul. Optimalisasi terhadap sumber 

air bawah tanah ini dijadikan solusi dan terus ditingkatkan pemanfaatannya untuk 

menghadapi permasalahan kekeringan yang datang pada musim kemarau.  

  

10. Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Gunungkidul  

Dengan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen diharapkan 

memberi pengaruh pada proses demokrasi yang lebih matang dan mempengaruhi 



sistem legislasi yang responsif gender. Pada pemilu 2014 caleg perempuan yang lolos 

masuk ke parlemen Kabupaten Gunungkidul berjumlah 7 orang atau sekitar 15,5% kuota 

dari 30% yang tersedia, mereka adalah:  

Tabel II.6  
Data Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Gunungkidul  Periode 2014-

2019  

No.  Nama  Asal Partai  

1.  Dra. Endang Sri Sumartini. M.A.P.  PDIP  

2.  Endah Subekti Kuntariningsih. S.E  PDIP  

3.  Desiyanti. S.E  PDIP  

4.  Tina Chadarsi  GOLKAR  

5.  Wiwik Widiastuti  PAN  

6.  Suhartini  PKB  

7.  Ery Agustin Sudiyanti. S.E,. M.M.  GOLKAR  

Sumber: Diolah dari 57_pemilu-tahun-2014-dalam-angka  

 Dari data di atas, terlihat bahwa keterwakilan perempuan masih jauh dari harapan 

sebanyak 30%. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah keterwakilan perempuan terpilih, 

yaitu hanya 7 orang perempuan dari 4 partai politik dan ini berarti terdapat 11 partai 

politik yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul.   

 Namun pada 9 Desember 2015 lalu salah satu anggota legislatif dari PDI Perjuangan 

mencalonkan diri sebagai wakil Bupati, sehingga jabatan di parlemen sebagai anggota 

legislatif dicopot. Hal ini menyebabkan makin berkurangnya keterwakilan di tingkat 

parlemen, yaitu hanya 6 orang perempuan.  

  

  
B. PROFIL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  

1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu partai politik di  

Indonesia yang pernah menjadi kontestan pemilu. PDI didirikan pada tanggal 10  

Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai  



Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan  

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga partai keagamaan, yakni Partai 

Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Berfusinya kelima partai politik tersebut 

memang tidak lepas dari peranan pemerintah saat itu yang berupaya menjalankan 

agenda politik memperkecil jumlah partai politik dengan alasan untuk lebih mudah 

mengendalikan stabilitas politik.  

Komposisi partai penyusun yang terdiri dari berbagai latar belakang itu 

membuat PDI harus mengakomodasi berbagai perbedaan bentuk dan warna politik. 

Mungkin hal itulah yang membuat PDI rentan terjadinya konflik internal. Konflik dalam 

tubuh partai politik hasil fusi dengan banyaknya jajaran pimpinan segera terlihat sejak 

tahun-tahun awal. Dimulai dengan konflik dalam struktur kepemimpinan PDI, kemudian 

di beberapa daerah juga mulai timbul mosi tidak percaya, serta rentetan konflik dalam 

struktur Dewan Pimpinan Pusat yang kembali terjadi berulang-ulang.  

Ragam konflik yang terjadi dalam lima tahun pertama berdirinya PDI pada 

dasarnya menjadi ciri khas dinamika internal PDI yang berkelanjutan pada waktu 

sesudahnya. Di tengah situasi politik nasional yang saat itu terdiri dari 3 ormas sosial 

politik (orsospol), PDI menjadi satu-satunya partai yang paling sering dilanda konflik 

internal. Pada satu sisi, demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dikembangkan 

menjadi daya tarik partai berlambang banteng (PDIP). Namun, disisi lain kebebasan 

berpendapat membuat friksi antar kader mudah meledak menjadi konflik terbuka.  

Berawal dari Kongres IV PDI pada tanggal 21-25 Juli 1993 di Medan, terjadi 

kekisruhan yang berakibat tidak diakuinya segala keputusan dalam kongres, termasuk 

terpilihnya Soerjadi sebagai pimpinan DPP PDI. Padahal, saat itu Soerjadi terpilih secara 

aklamasi. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PDI, pemerintah menunjuk Latief 

Pudjosakti sebagai pimpinan sementara yang bertugas mempersiapkan Kongres Luar 

Biasa (KLB) DI Surabaya.  

Hasil KLB di Surabaya memutuskan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. 

Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI membuat pemerintah menjadi khawatir. 

Berbagai analisis ahli politik Soeharto menyatakan bahwa munculnya sosok Megawati 

akan meradikalisasi suara masyarakat yang sudah jenuh dengan segala stabilitas dan 

kemampuan Orde Baru. Hal ini pada gilirannya sangat potensial mengancam stabilitas 

politik yang sudah dibangun Orde Baru. Pemerintah yang melihat gelagat munculnya 

anggota keluarga Soekarno di tubuh PDI menyikapi dengan berbagai cara, salah satunya 

dengan memfasilitasi dan memperbesar konflik yang sedang terjadi antara kubu 

Megawati dengan kubu Soerjadi maupun di dalam jajaran PDI lainnya.  

Terjadinya dualisme PDI menimbulkan berbagai friksi di lapisan bawah, mulai 

dari demo-demo hingga berbagai aksi penolakan pada tokoh PDI Soerjadi maupun 

Megawati. Puncaknya pada Kongres di Medan yang digelar kubu Soerjadi pada tahun 



1996 yang bertujuan menjatuhkan kepemimpinan Megawati, ketika beberapa orang 

pimpinan PDI secara terang-terangan mengabaikan kepemimpinan PDI yang saat itu 

dipegang oleh Megawati Soekarnoputeri. Dilain pihak, pendukung dan simpatisan 

Megawati di berbagai kota mulai bergerak sebagai reaksi dari perlakuan pendukung 

Soerjadi. Kemarahan pendukung dan simpatisan Megawati di beberapa kota 

mengundang terjadinya bentrok fisik dengan aparat keamanan, yang atas permintaan 

kubu Soerjadi memutuskan merebut kantor DPP PDI. Pada peristiwa yang dikenal 

dengan peristiwa 27 Juli tersebut, menjadi pengalaman yang paling kelabu dalam 

sejarah PDI hingga saat ini.  

Kondisi tersebut memaksa pemerintah yang akhirnya mulai mengakui 

keberadaan PDI Megawati secara terbuka pada 16 Juli 1997. Sebagian pendukung PDI 

menyelenggarakan kongres di Bali pada bulan Oktober 1998 dalam rangka meneguhkan 

keberadaan mereka yang ingin berdiri sendiri. PDI hasil kongres di Bali yang kemudian 

diketuai oleh Megawati Soekarnoputeri ini akhirnya sepakat menambahkan kata 

“Perjuangan” di belakang nama PDI. Pada tanggal 1 Februari 1999, PDI kubu Megawati 

resmi menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum. Selain nama, PDI Perjuangan 

juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima banteng gemuk dalam lingkaran.  

Sesuai dengan hasil keputusan kongres ke-5 PDI sebelumnya di Denpasar Bali, 

maka secara mendasar tidak banyak terjadi perubahan platform kecuali lebih konsisten 

pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerakyatan. Pondasi politik partai diperkokoh 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru yang menekankan jati diri 

partai secara lebih terbuka. Disebutkan pula bahwa tujuan umum partai adalah 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong 

perdamaian dunia, sama dengan pembukaan UUD 1945. Sementara tujuan khususnya 

adalah memenangkan pemilu agar PDI Perjuangan memiliki sarana mencapai tujuan 

umumnya.  

Kongres pertama PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Semarang tahun  

2000 menetapkan kepengurusan awal PDI Perjungan/susunan personalia Dewan  

Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk masa bakti 2000-2005 sebagai  
berikut:  

1. Ketua Umum  

2. Ketua  

  

  

  

  

  

  

  

3. Sekretaris Jendral  

4. Wakil Sekretaris Jendral  



  

  

  

5. Bendahara   

6. Wakil Bendahara  
: Megawati Soekarnoputeri  

: Drs. Lucas Karl Degey  

  Drs. Kwik Kian Gie  

  I Gusti Ngurah Sara  

  Theo Syafei  

  Imam Mundjiat, SH  

  Roy BB Janis, SH  

  Ir. Arifin Panigoro  

  Gunawan Wirosarojo  

: Ir. Sutjipto  

: Mangara M. Siahaan  

  Ir. Pramono Agung, MM  

  Drs. Jacobus K. Mayongpadang  

  Ir. Agnita Singedekane Irsal  

: Dra. Noviantika Nasution  

: Johanes Lukman  

  Dra. Sri Oetari Ratna Dewi  

  

  

2. Ideolegi (Platform) PDI Perjuangan  

Sebagai landasan perjuangan partai dalam rangka melaksanakan peran dan 

fungsinya, maka PDI Perjuangan berusaha untuk selalu selaras dengan ideologi  

partai, yaitu:  

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

2. Melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan sebagai 

negara hukum yang demokratis.  

3. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  



4. Mengembangkan  kehidupan  demokrasi  Pancasila  dengan  

menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

Untuk memperjuangkan nilai-nilai ideologi tersebut, PDI Perjuangan telah 

berketepatan untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang tetap 

mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh 

pada prinsip berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian 

dalam bidang kebudayaan.  

  

3. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan  

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk masa bakti 2010- 

2015 adalah sebagai berikut:  



1. Ketua Umum  

2. Ketua Bidang Kehormatan Partai  

3. Ketua Bidang Politik dan Hubungan  

Antarlembaga Negara  

4. Ketua Bidang Keanggotaan Kaderisasi Rekrutmen  

5. Ketua Bidang Organisasi  

6. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi  

7. Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana  

8. Ketua Bidang Pertanian Perikanan dan Kelautan  

9. Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja  

10. Ketua Bidang Industri Perdaganga  

11. Ketua Bidang Perempuan dan Anak  

12. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga  

13. Ketua Bidang Infrastuktur dan Perumahan  

14. Ketua Bidang Energi dan Pertambangan dan  

Lingkungan Hidup  

15. Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan  

: Megawati Soekarnoputeri  

: Sidharto Danusubroto  

  

: Puan Maharani  

: Idham Samawi  

: Djarot Syaiful Hidayat  

: Rano Karno  

: Effendi Simbolon  

: Mindo Sianipar  

: Ribka Tjiptaning  

: Nusyirwan Sujono  

: Wiryanti Sukamdani  

: Maruarar Sirait  

: I Made Urip  

  

: Bambang Wuryanto  

: Muhammad Prakosa  



16. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan  

17. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang- 

Undangan  

18. Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan dan  

Hubungan Internasional  

19. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah  

20. Sekretaris Jendral  

21. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal  

22. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program  

23. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan  

24. Bendahara Umum  

25. Wakil Bendahara Bidang Internal  

26. Wakil Bendahara Bidang Program  

  

: Emir Moeis  

  

: Trimedya Panjaitan  

  

: Andreas Pareira  

: Komarudin  

: Tjahjo Kumolo  

: Eriko Sotarduga  

: Ahmad Basarah  

: Hasto Kristianto  

: Olly Dondokambey  

: Rudianto Tjen  

: Juliari Pieter Batubara  
  

4. Makna Lambang  

  

Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih 

dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih, adapun makna dari 

lambang PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:  



• Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan 

selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.  

• Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.  

• Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada 

terhadap ancaman dalam berjuang.  

• Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen 

dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  

• Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-

menerus tanpa putus.  

  

5. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  

Sebagai Partai ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif 

dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Untuk itu PDI  

Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai 

alat rakyat PDI Perjuangan memiliki visi dan misi, diantaranya sebagai berikut:  

Visi :  

1. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-

cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.  



2. Menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah 

berbangsa dan bernegara, sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, 

sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota 

partai dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.  

3. Mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam 

bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat 

minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.  

Misi :  

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

2. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.  

3. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.  

4. Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang politik, ekonomi, sosial dan 

budaya secara demokratis, dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara 

konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan 

membangun karakter bangsa.  



5. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak 

dan kewajiban sebagai warga negara.  

6. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.  

7. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna 

membangun masyarakat Pancasila, dan  

8. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.  

  

6. Asas PDI Perjuangan  

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berasaskan Pancasila, sebagaimana 

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945.  

  

7. Tujuan PDI Perjuangan  

Tujuan Umum Partai  

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

2. Membangun masyrakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.  

  



  

Tujuan Khusus Partai  

1) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.  

2) Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya secara demokratis, dan  

3) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna 

mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

  

8. Jatidiri dan Watak PDI Perjuangan  

Jatidiri PDI Perjuangan  

1. Kebangsaan  

2. Kerakyatan  

3. Keadilan sosial  

Watak PDI Perjuangan  

1) Gotong royong   

2) Demokrasi  

3) Merdeka  

4) Pantang menyerah  



5) Terbuka  

  

9. DPC PDI PERJUANGAN Kabupaten Gunungkidul  

a. Lokasi   

DPC PDI Perjuangan beralamatkan di Jalan Kesatrian Nomor 3, Kepek,  

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

  

b. Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul  

STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN CABANG  

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
MASA BAKTI 2015-2020  

  
Ketua  

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Politik  

Wakil Ketua Bidang Organisasi  

Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilu  

Wakil Ketua Bidang Komunikasi  

Wakil Ketua Bidang Sumber Daya dan  

Dana  

Wakil Ketua Bidang Maritim, Nelayan,  

Buruh dan Petani  

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak  

Wakil Ketua Bidang Ekonomi  

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga 

Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM 

dan  

Keamanan  

Sekretaris  

Wakil Sekretaris Bidang Internal  

Wakil Sekretaris Bidang Program  

Bendahara   
: Endah Subekti Kuntariningsih, SE  

: Bambang Eko Prabowo, B.Sc, S.IP  

: Supriyo Hermanto, S.IP  

: Suharno, SE  

: Krisna Wijayanto, SE  

  

: Bambang Tri Handoyo, S.Pd  

  

: Anggia Murni, S.P  

: Lisda Marianti, S.P  

: Sukardi  



: Untung Ardiyanto  

  

: Suwardi  

  

: Tri Tanaya, AMD  

: H. Djangkung Sujarwadi, SH, LLM  

: Filipus Suparno  

: Marsudi  

: Hardi Santosa  



Wakil Bendahara  : Urip Sarwani  

  
  
  

c. Tugas pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Gunungkidul   

DPC PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakilwakil 

ketua bidang, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara dan wakil-wakil bendahara. 

Adapun tugas pokok dari kepengurusa DPC Kabupaten Gunungkidul,  

yaitu :  

• Ketua DPC bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja ke 

dalam dan ke luar.  

• Wakil-wakil Ketua Bidang Internal memiliki tugas yang sama dengan 

tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur pada 

Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.  

• Sekretaris DPC Partai bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola 

administrasi DPC Partai.  

• Bendahara DPC Partai bertugas dan bertanggung jawab mengelola 

sistem keuangan dan perbendaharan DPC Partai.  

  

  

  

  

  

  

d. Rencana Program Konsolidasi PDIP Kabupaten Gunungkidul  
Adapun rencana program konsolidasi PDI Perjuangan Kabupaten  



Gunungkidul, sebagai berikut:  

Tabel II.6  

Rencana Program Konsolidasi PDI Perjuangan   

No.  Program   Aktivitas   

1.  Reorganisasi   - Pembentukan  Pengurus 
 Anak  

Ranting 1341  

- Pembentukan Pengurus Ranting  
144 x 9 orang  

- Pelaksana PAC 18 x 11 orang  

2.  Infrastuktur Sekretariat  Pengadaan/Pembangunan  sekretariat 

PAC 18  

3.  Pembentukan BAGUNA  - Rekruitmen dan Pelatihan  

- Seragam Baguna  

- Alat Komunikasi HT  

4.  Program Pemberdayaan DPC  
Partai  

- Rekruitmen staf sekretariat  

- Belanja IT 2 buah komputer  

- Belanja ATK 12 buah  

- Pulsa Modem 3 buah  

- Laptop 2  

- Modem 3 buah  

5.  KTA. Nisasi  - Pengurus Ranting 144  

- Pengurus Anak Ranting 1431  

- Guraklih 6832  

6.  Konsolidasi Anggota Sayap  
Partai  

- Pemuda/Taruna Merah Putih  

- Departemen  Wanita  “Permata 
Merah”  

- Pelantikan pengurus Sayap Partai  

- Seragam pengurus Sayap Partai  

7.  Peningkatan SDM  - Sturktural  KSB  PAC  18  
Kecamatan  

- Ketua Ranting 144 Desa  

- Fungsional 50 orang  

- Kader pertama 5 orang  

8.  Peringatan  Hari  Besar  
Nasional dan Partai  

- Pemasangan spanduk  

- Upacara HUT Partai  

- Kirab Budaya  

- Sarasehan   

9.  Pendampingan Masyarakat  - Jaring asmara  

- proposalisasi  

10.  Bank Darah/Donor Darah  Donor darah oleh anggota Partai  

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul  



5. Gambaran Umum tentang Proses Rekrutmen   
Setiap partai politik harus berperan aktif dalam melakukan rekrutmen terhadap 

orang-orang yang berkualitas untuk dipilih menjadi kadernya dan diusung menjadi 

calegnya, begitu juga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  

(PDIP) yang merupakan salah satu partai politik yang besar dan berpengaruh di 

Indonesia.  

PDI Perjuangan melakukan proses rekrutmen calon anggota Dewan Pimpinan 

Cabang dan calon anggota legislatif dengan penuh tanggung jawab dan bertujuan untuk 

melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk itu perlu dikembangkannya 

sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Dengan adanya sistem ini nantinya akan 

diseleksi antara kesesuaian karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi 

partai. Rekrutmen dan kaderisasi dilakukan secara terus menerus dan terencana sesuai 

dengan peraturan.  

Proses rekrutmen PDI Perjuangan tidak memakan waktu yang lama, namun 

bukan berarti asal-asalan. Rekrutmen dilakukan dengan memilih ketua DPC yang dipilih 

oleh kader partai dan kemudian ketua DPC memilih dan menentukan wakilwakil, 

sekretaris dan bendahara DPC, atau dengan kata lain rekruitmen yang dilakukan secara 

prosedur tertutup, yaitu rekruitmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki 

kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan 

berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Hal ini dilakukan agar 

tidak membuang waktu untuk berpikir lama dalam menentukan struktur kepengurusan 

partai. Alasan lain juga karena ingin membentuk kader partai yang handal sehingga 

dapat menjadi tokoh partai maupun tokoh dalam bursa kepemimpinan nasional dan 

daerah.  

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul juga aktif melakukan proses 

rekrutmen calon legislatif maupun calon kepala daerah ketika menjelang pemilu. 

Mekanisme rekrutmen caleg sangat menentukan kualitas lembaga legislatif di masa 

depan. Agar kualitas DPR/DPRD kedepan menjadi lebih baik, parpol perlu menerapkan 

mekanisme rekrutmen caleg secara selektif kualitatif, bukan semata atas dasar politik 

transaksional atau alasan kedekatan dengan elite parpol. Dengan mengajukan para caleg 

yang kapabel, kompeten, berdedikasi dan berintegritas, pemilih nantinya punya 

kesempatan untuk memilih caleg berkualitas.  

  

e. Proses Terpilihnya Perempuan yang Berkualitas  

Sebelum menetapkan sebagai calon anggota legislatif, tentunya DPC PDI 

Perjuangan melakukan observasi terhadap keadaan masyarakat. Partai melihat apa saja 

yang menjadi masalah dalam masyarakat, khususnya terkait perempuan. Kemudian 

partai memilih dan menentukan anggota atau kader perempuannya sebagai calon 



anggota legislatif yang menurut partai mampu mengatasi permasalahan tersebut jika 

terpilih menjadi anggota legislatif, yakni perempuan yang berkualitas, memiliki modal 

serta peka dalam menjalankan tugas dan merespon aspirasi masyarakat.   

Dengan memperhatikan kepentingan perempuan yang saat ini masih mengalami 

ketidakadilan maka partai termotivasi untuk mewujudkan perdamaian, keberagaman, 

pembebasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, penegakan hak azasi, penghapusan 

diskriminasi, pemenuhan hak ekonomi dan budaya, serta penguatan akses dan kontrol 

perempuan terhadap keputusan.  

Adapun proses singkat yang dilakukan partai yaitu memilih perempuan yang 

aktif dan berpengalaman dalam mengatasi masalah umum, memilih perempuan yang 

memiliki pendidikan dan beretika, memilih perempuan yang loyal dan popular serta 

memiliki pandangan terkait kesejahteraan perempuan ke depan. Dengan proses singkat 

tersebut partai dapat menjamin keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif 2014, 

dan terbukti bahwa partai PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul yang memenangkan 

atau meloloskan caleg perempuan terbanyak.  

  

f. Partisipasi Perempuan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif  

Adapun prosentase partisipasi perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul yang berada dalam parlemen beberapa periode terakhir dapat dilihat 

dalam tabel berikut:  

Tabel II.7  
Jumlah Anggota DPC PDI Perjuangan dalam DPRD Kabupaten  

Gunungkidul  

  

Periode  Laki-Laki  Perempuan  %  

2004 – 2009  10  1  10%  

2009 – 2014  9  2  22,22%  

2014 – 2019  8  3  37,5%  

Sumber: Diolah dari arsip data DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul  
   

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan keterwakilan 

perempuan pada PDI Perjungan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2004 sampai 2019. 

Pada tahun 2004 terdapat 10%, tahun 2009 terdapat 22,22%, dan tahun 2014 terdapat 

37,5% partisipasi perempuan dari 11 orang perwakilan dari DPC PDI-P di DPRD 

Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

tingginya partisipasi perempuan terlibat dalam politik, maka semakin tinggi pula 

partisipasi perempuan pemilih dalam menentukan pilihan perempuan dalam pemilu. 

Karena perempuan cerdas Indonesia, khususnya Kabupaten Gunungkidul menyadari 



bahwa hanya perempuan yang mampu mengatasi dan mengerti kepentingan 

perempuan.  

  

g. Konsolidasi Partai terhadap Caleg Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan  

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, maka PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul memiliki 

tantangan dalam menyediakan ruang khusus untuk 30% keterwakilan perempuan dalam 

partai. Namun, hal ini dilakukan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi peraturan 

atau persyaratan yang ada, tetapi PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul 

menginginkan agar perempuan-perempuan Gunungkidul dapat berkontribusi dan 

berpartisipasi dalam membangun sistem politik dan lingkungan yang baik.  

  

  

  

h. Motivasi Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Umum   

Legislatif  

 Berdasarkan temuan penelitian, motivasi caleg perempuan dalam pemilu legislatif 

tahun 2014 sangatlah beragam. Ada yang bersifat internal dan juga eksternal apabila 

ditinjau dari segi sumber motivasinya. Selain itu motivasi para caleg dilihat dari maksud 

atau tujuan motivasi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bersifat normatif dan 

subtantif. Berikut pengelompokkan motivasi para caleg perempuan:  

1) Memperjuangkan nasib perempuan  

2) Berawal dari ibu rumah tangga  

3) Mempengaruhi kebijakan publik  

4) Membantu keinginan atau kebutuhan masyarakat   

5) Memberikan pencerahan tentang perempuan Indonesia yang sebenarnya  

  

i. Strategi Pencitraan Caleg Perempuan Pada Pemilu 2014  

Terdapat serangkaian strategi caleg perempuan pada waktu pemilu tahun 2014, yaitu 

sebagai berikut:  



1) Strategi pencitraan yang tidak instant  

Hal ini dilakukan terus menerus oleh partai dan caleg dalam membangun 

kepercayaan dan image publik. Membangun kepercayaan dan image ini hanya bisa 

dilakukan melalui hubungan jangka panjang dan tidak hanya pada masa kampanye.  

  

2) Strategi TURBA  

Bentuk turun langsung ke bawah atau ke masyarakat, pada umumnya setiap 

caleg sama, yaitu turun hingga ke RT melalui LPMK, kerja bakti, pengajian, PKK, atau 

setiap event yang ada di masyarakat. Cara ini memang efektif, sehingga para caleg dari 

PDI Perjuangan selalu menggunakan strategi TURBA sehingga masyarakat dapat melihat 

dan merasakan secara langsung kontribusi apa saja yang dilakukan caleg terhadap 

mereka.  

  

3) Mengusung sentimen perempuan/gender  

Strategi seperti ini biasa disebut Issues Management yaitu menemukan, menganalisa 

dan mengontrol tema-tema yang sedang dibahas di masyarakat umum atau yang akan 

dijadikan isu bahasan di masyarakat umum. Isu yang diusung caleg perempuan PDI 

Perjuangan sangat efektif dan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap 

keberhasilan dalam pemilu.   

  
BAB III  

DESKRIPSI INFORMAN DAN ANALISIS DATA  

A. Deskripsi Informan  

Deskripsi informan merupakan gambaran profil informan yang telah dijadikan 

sebagai sumber informasi dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Identitas informan ini akan memberikan legitimasi tentang pernyataan atau jawaban 

yang diberikan informan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Atas 

asumsi-asumsi tersebut maka penulis akan mengidentifikasikan data informan sebagai 

berikut.  

  

1. Deskripsi informan berdasarkan pendidikan  

Deskripsi informan berdasarkan latar belakang pendidikan menerangkan 

mengenai pendidikan terakhir dari informan. Berdasarkan hasil survei lapangan 



diperoleh pendidikan terendah adalah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

sedangkan untuk pendidikan tertinggi adalah setingkat Magister (S2). Adapun profil 

informan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel III.1  

Identitas informan menurut pendidikan  

No.   Tingkat Pendidikan  Jumlah   Persentase  

1.  SMA  1  12,5%  

2.  S1  6  75%  

3.  S2  1  12,5%  

 Total  8  100%  

Sumber: hasil wawancara peneliti  
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan 

informan secara berurutan adalah SLTA sebanyak 1 orang, S1 berjumlah 6 

orang dan S2 sebanyak 1 orang. Dari tabel di atas dapat menunjukan bahwa 

tingkat kualitas pemahaman informan tentang dunia politik yang digeluti bisa 

diukur.  

2. Deskripsi informan menurut jabatan  

Profil mengenai jabatan informan menerangkan jabatan administratif atau 

posisi pekerjaan, ketika informan diajukan pertanyaan atau wawancara oleh peneliti. 

Sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam peremcanaan penelitian, jabatan 

informan yang hendak dihimpun memiliki struktur yang dimulai dari Ketua  

DPC (pada saat ini diwakilkan oleh Kepala Staf DPC), Wakil Ketua DPC, dan Anggota 

Legislatif Perempuan periode 2014-2019. Dengan mengetahui profil jabatan informan 

diharapkan akan diketahui representasi jawaban informan terhadap seluruh aspek 

pembahasan partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Adapun 

mengenai deskripsi jabatan informan dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel III.2  

Identitas informan menurut jabatan  

No.  Nama   Jabatan   

1.  Agus Murwanto  *Kepala Staff DPC PDI Perjuangan  

2.  Bambang Eko Prabowo, B.Sc, 

S.IP  

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Politik  

3.  Supriyo Hermanto, S.IP  Wakil Ketua Bidang Organisasi  

4.  Suharno, SE  Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilu  

5.  Krisna Wijayanto, SE  Wakil Ketua Bidang Komunikasi  

6.  Lisda Marianti, S.P  Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak  

7.  Hj. Desiyanti, SE  Anggota DPRD  

8.  Endang Sri Sumartini  Anggota DPRD  

Sumber: data primer DPC PDI-P Kabupaten Gunungkidul 2015  
*mewakili ketua DPC PDI Perjuangan  



  
Dari taber III.2 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi informan dalam 

penelitian adalah pimpinan partai yang diwakili oleh kepala staf partai sebanyak 1 

orang, wakil ketua sebanyak 5 orang dan anggota DPRD sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

pada data tersebut maka dapat dikatakan bahwa informan dalam penelitian ini sangat 

beragam karena berasal dari profesi yang berbeda, namun dari semua itu memiliki 

kapasitas masing-masing untuk memberikan informasi terkait dengan ruang lingkup 

penelitian yang dilakukan. Adapun pengambulan informan dari profesi yang terkait 

dengan penelitian tersebut untuk memberikan keberimbangan dalam melakukan 

analisis data. Berimbang dalam hal ini adalah menghadirkan para informan yang terkait 

dengan ruang lingkup penelitian, sehingga argumentasi tidak hanya diberikan oleh satu 

pihak melainkan pihak yang terkait juga bisa memberikan informasi sesuai 

pemahamannya.  

  

3. Deskripsi informan berdasarkan usia  

Profil usia informan menerangkan deskripsi informan berdasarkan usia 

informan. Faktor usia akan selalu relevan apabila dikaitkandengan aspek pengalaman 

dan senioritas dalam jabatan atau pekerjaan. Deskripsi mengenai profil informan 

berdasarkan usia menerangkan obyektivitas jawaban informan sehubungan dengan 

pemehaman informan atas pertanyaan yang diajukan penulis. Pada bagian ini akan 

diuraikan deskripsi informan berdasarkan usia dari masingmasing informan. Adapun 

deskripsi berdasarkan usia informan dapat dilihat pada uraian berikut.  

  
  

Tabel III.3  

Deskripsi informan menurut usia  

No  Kelompok Umur  Jumlah  Persentase  

1.  31 – 40  1 orang  12,5%  

2.  41 – 50  5 orang  62,5%  

3.  51 – 60  2 orang  25%  

 Jumlah  8 orang  100%  

Sumber: Hasil wawancara peneliti  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa umur informan yang berusia 31-40 

tahun sebanyak 1 orang, informan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 5 orang dan 

informan yang berusia 51-60 tahun sebanyak 2 orang. Informan-informan tersebut 

terdiri kepala staf DPC yang mewakili ketua DPC serta wakil ketua bidang DPC. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa informan-informan ini, cukuplah representative untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan karena dianggap mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup terhadap masalah yang  



diteliti.  

  

4. Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin  

Tabel III.4  

Identitas informan menurut jenis kelamin  

No  Jenis Kelamin  Jumlah  Persentase   

1  Laki-laki  5 orang  62,5 %  

2  Perempuan  3 orang  37,5 %  

  Jumlah  8 orang  100 %  

Sumber: Hasil Wawancara peneliti  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang berjenis kelamin lakilaki 

berjumlah 5 orang dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang. 

Dengan demikian, maka jumlah informan didominasi oleh kaum laki-laki dengan 

perbandingan 5 orang : 3 orang.  

Pemilihan informan tersebut lebih didominasi oleh kaum laki-laki bukan berarti 

bentuk dari diskriminasi terhadap kaum perempuan, melainkan peneliti menentukan  

informan berdasarkan ruang lingkup penelitian dan kapasitas masingmasing informan 

dalam memberikan informasi terkait judul penelitian.   

  

B. Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. Tentu saja analisis data dilandaskan pada pengetahuan akan teori-teori 

yang telah digunakan dalam kerangka teori penelitian ini. Sehingga memberikan 

pemahaman atau penjelasan tentang ruang lingkup penelitian dan hasil yang diperoleh 

dalam penelitian.  

Adapun analisis data yang dimaksud akan diuraikan berdasarkan 

indikatorindikator penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang partisipasi 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul pada pemilu legislatif 2014.  

  

  

  
1. Keterlibatan dalam Partai Politik  



a. Pelaksanaan  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  

kepengurusan partai politik  

Adanya kebijakan affirmative action penetapan kuota 30% keterwakilan 

perempuan dalam partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik, Pasal 2 ayat (5) menegaskan bahwa kepengurusan partai politik disusun 

dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. bahkan syarat 30% 

keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik menjadi syarat mutlak 

yang paling menentukan lolos atau tidaknya sebuah partai dalam mengikuti pemilu. 

Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut terdapat langkah maju yang dianggap 

paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi politik dan pengambilan 

keputusan melalui keterwakilan perempuan dalam politik.  

Terkait kebijakan tersebut, PDI Perjuangan mengaku bangga karena dapat 

memenuhi prasayarat dari undang-undang tersebut. PDI Perjuangan telah memberi 

ruang partisipasi seluas-luasnya dan melibatkan kader perempuan dalam proses 

dinamika partai, baik itu kader luar struktural ataupun dalam struktural kepengurusan. 

Kader perempuan diperbolehkan terlibat dalam semua kegiatan dan bahkan ada 

kegiatan yang khusus ditangani oleh kader perempuan.  

Pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan di PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul telah mencapai 30%, yakni dari 17 orang yang ada dalam struktural partai 

5 orang diantaranya adalah perempuan, seperti halnya yang dikemukakan oleh Agus 

Murwanto selaku Kepala Staf DPC yang mewakili Ketua DPC PDI Perjuangan 

Gunungkidul, Bapak 47 tahun ini mengatakan bahwa;  

“Untuk kepengurusan di DPC 30% keterwakilan perempuan sudah terpenuhi, 

dan dari 17 orang pengurus itu yang perempuan ada 5 orang. Kebetulan 

ketua DPC partai kami diketuai oleh seorang perempuan, yaitu ibu Endah. 

Jadi kami mendukung penuh dan memberikan kepercayaan kepada mereka 

para perempuan untuk mengisi jabatan yang pertama dari unsur perempuan 

adalah 1 orang ketua DPC, 1 orang wakil ketua DPC bidang pertanian, 1 orang 

wakil ketua bidang pendidikan, 1 orang wakil bendahara dan 1 orang wakil 

ketua bidang perempuan dan anak. Jabatan yang diberikan kepada mereka 

semua ini dengan pertimbangan yang cukup, maksudnya menyesuaikan 

dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki.” (wawancara 

tanggal 24 Desember 2015).  

  

Dari pernyataan Kepala Staf DPC selaku yang mewakili Ketua DPC PDI 

Perjuangan Kabupaten Gunungkidul ini dapat dipahami bahwa sesungguhnya 

keterwakilan perempuan di DPC PDI Perjuangan sudah terpenuhi. Bahkan mereka 

memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada perempuan untuk mengisi jabatan-

jabatan penting, seperti ketua, wakil ketua dan wakil bendahara. Namun, dengan 

adanya kebijakan affirmative action yakni pemenuhan kuota 30% keterwakilan 

perempuan bukan berarti kebijakan itu dilaksanakan secara sembarang. Ada syarat dan 



kriteria khusus yang ditentukan, seperti latar belakang pendidikan dan keahlian khusus 

atau pengalaman. Penulis juga menyeimbangkan jawaban di atas dengan data 

dokumen yang ada di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul.  Adapun latar 

belakang pendidikan dari 5 orang kader perempuan seperti, wakil ketua bidang 

pertanian merupakan lulusan sarjana pertanian, wakil ketua bidang pendidikan 

merupakan seorang guru dan wakil bendahara merupakan seorang yang telah 

berpengalaman mengelola keuangan desa dalam pemerintahan desa.  

Tidak hanya itu, dari data dokumen yang penulis peroleh, PDI Perjuangan 

memiliki 1.791 orang kader perempuan non struktural. Adapun kader perempuan non 

struktural tersebut meliputi 36 orang pengurus PAC, 144 orang pengurus ranting, 1.431 

orang kader guraklih18 dan 180 orang departemen wanita di tingkat kecamatan.   

Bambang Eko Prabowo, B. Sc. S.IP selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan 

Politik. Bapak 56 tahun ini mengungkapkan bahwa;  

“Keterwakilan 30% kuota perempuan wajib dan sangat penting untuk 

dilaksanakan oleh sebuah partai, hal tersebut guna memberikan kesempatan 

perempuan untuk bergotong royong dalam bidang politik. Sebenarnya kami 

sudah lama melibatkan perempuan dalam partai. Kami juga memberikan 

kepercayaan penuh kepada kader perempuan yang menduduki jabatan tertentu. 

Dan dalam proses pemilihannya, kami memilih kader perempuan yang memiliki 

integritas yang baik dan mampu berbicara di masyarakat, serta yang paling 

penting dia adalah perempuan yang memiliki kemampuan dalam bidang yang 

diemban. Sehingga dengan cara begitu maka PDI Perjuangan memiliki kader 

perempuan yang tidak hanya memenuhi kuota 30% saja, tetapi juga memiliki 

perempuan yang berintegritas. Dan apabila nanti mereka akan mencalonkan 

sebagai caleg dalam pemilu legislatif, mereka harus mampu menampung dan 

menjawab aspirasi dari rakyat.” (wawancara tanggal 10 Januari 2016).  

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Supriyo Hermanto, S.IP yang 

merupakan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul sebagai Wakil Ketua 

Bidang Organisasi, bapak berusia 51 tahun ini mengatakan bahwa;  

“pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan wajib dipenuhi karena 

merupakan syarat kepengurusan sebuah partai yang tertera dalam 

undangundang. Namun sebelum kebijakan itu lahir tepatnya tahun 2008, kami 

sudah melibatkan perempuan dalam partai. Karena kami merasa bahwa suara 

perempuan juga patut untuk menentukan kebijakan, hal ini disebabkan 

kebijakan yang lahir bukan hanya dibuat untuk laki-laki, melainkan perempuan 

juga. Sehingga lahirlah pemikiran seperti ini, perempuan akan lebih mengerti 

apa yang diinginkan perempuan dan bagaimana mengatasi masalahnya. Maka 

dari itu, perempuan wajib berpolitik untuk menentukan kebijakan dan 

mengambil keputusan guna menolong perempuan-perempuan di luar yang kena 

diskriminasi, maka dari itu keterwakilan perempuan sangat penting sekali baik 

itu dalam struktur kepengurusan partai ataupun struktur anggota dewan dan 
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tentunya harus menjadi caleg terlebih dahulu baru bisa jadi anggota dewan.” 

(wawancara 11 Jabuari 2016).  

Dapat dilihat perbedaan dari dua pernyataan di atas, Bapak Bambang 

mengatakan bahwa keterwakilan perempuan wajib dan sangat penting untuk 

dilaksanakan oleh sebuah partai karena partai ingin memberikan kesempatan 

perempuan untuk bergotong royong dalam bidang politik. Berbeda dengan Bapak 

Supriyo yang mengatakan bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan wajib dipenuhi 

karena merupakan syarat kepengurusan sebuah partai yang tertera dalam undang-

undang. Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat pula diartikan bahwa kuota 

30% keterwakilan perempuan itu wajib dan sangat penting, penting dalam arti 

memberikan kesempatan kepada perempuan bergotong royong dalam menentukan 

kebijakan dan mengambil keputusan politik, serta wajib dalam arti menerapkan atau 

mengimplementasikan regulasi yang mengatur ketentuan kuota 30% keterwakilan 

perempuan.  Namun kebijakan tersebut tidak dianggap sebagai masalah bagi PDI 

Perjuangan, karena sejak dulu PDI Perjuangan telah mengikutsertakan perempuan 

dalam dinamika partai, yaitu sejak tahun 1999. Pada tahun 1999 PDI Perjuangan 

memiliki 1 orang kader perempuan yang bernama Naomi Prirusmiyati yang menjabat 

dalam departemen wanita dan menjadi anggota legislatif periode 1999-2004. Tidak 

hanya itu, kesempatan yang sama dalam memberikan keputusan bagi perempuan pun 

giat dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melatih dan memperdalam kemampuan kader 

perempuan yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui jabatan yang diberikan yang 

tertera dalam SK DPC PDI  

Perjuangan Kabupaten Gunungkidul.   
 Partai politik merupakan satu-satunya kendaraan yang membawa warga negara 

untuk menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu partai politik memiliki peran yang 

besar dalam mempersiapkan kader yang dapat bertarung dan memenangkan suara di 

panggung politik. Peran partai politik dalam konteks partisipasi perempuan yang 

berkompeten adalah sangat tergantung pada posisi mekanisme kerjanya. Dan dapat 

dikatakan secara umum peran partai politik adalah merekrut, membina dan 

menempatkan salah satu perempuan penentu bagi peran politik perempuan.   

 Dengan demikian, maka berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas 

dan didukung dari data dokumen yang penulis peroleh, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai 

politik di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan dengan baik. 

Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut sudah diatur oleh undang-undang yang 

mengatur tentang partai politik. Dan satu hal yang patut diberikan apresiasi dari partai 

ini adalah partai tidak sembarang dalam menentukan kader perempuan yang berada 

dalam struktural partai, artinya partai melihat dan memilih perempuan yang memiliki 

integritas dan kompetensi dalam prosesnya. Sehingga kuota 30% keterwakilan 

perempuan tersebut tidak hanya sebatas pemenuhan kuota saja, melainkan partai juga 

memiliki para kader perempuan yang tepat untuk mengurusi urusan politik dan 

masyarakat.  

  



  
b. Kendala Partai Politik dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan  

Tidak dapat dipungkiri, dalam konteks Indonesia persoalan mengenai 

keterwakilan perempuan di partai politik dan parlemen masih menghadapi sejumlah 

tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak 

kaum perempuan dijamin konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang 

politik. Bahkan jaminan terhadap hak politik kaum perempuan tidak hanya ditingkat 

nasional, tetapi juga ditingkat global seperti Konvensi Hak-Hak Politik  

Wanita dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Convention on the Elimination of 

All Forms Discrimination Against Women.19  

Kendala-kendala internal antara lain dapat dikatakan masih lemahnya kualitas 

sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah 

perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di bidang politik dan rasa 

kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Sementara itu, kendala-

kendala eksternal antara lain adalah kultur masyarakat Indonesia yang cenderung 

patriarki, ketiadaan kemauan politik elite-elite partai untuk membuka ruang luas bagi 

keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian kaum laki-laki yang terkadang 

meremehkan kemampuan kaum perempuan dibidang politik.  

Khusus pada DPC PDI Perjuangan, pemenuhan kuota 30% keterwakilan 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu legislatif tahun 2014 

memang sudah terpenuhi, tetapi untuk memenuhi ketentuan tersebut PDI Perjuangan 

dalam perjalanannya mengaku tidak pernah mengalami masalah.  

Karena sampai sejauh ini PDI Perjuangan selalu mendapatkan kader perempuan dan 

melahirkan caleg perempuan yang sesuai dengan kriteria partai politik pengusung, yaitu 

kader dan caleg yang memiliki integritas, pengabdian pada partai, dan kredibel dimata 

pemilih.   

Seperti yang diungkapkan oleh Agus Murwanto selaku Kepala Staf DPC yang 

mewakili Ketua DPC, beliau mengatakan;  

“ Kalau untuk kendala memenuhi 30% keterwakilan perempuan, kami dari 

partai PDIP tidak mengalami hal itu. Dikarenakan partisipasi perempuan di Kabupaten 

Gunungkidul dalam berpolitik itu cukup baik, baik itu dalam kepengurusan maupun 

dalam pemilu legislatif. Hal ini juga didukung kebijaksanaan ketua DPC kami yang 

sekarang. Beliau sangat bijak dan teliti dalam mempersiapkan semuanya dan pada saat 

itu beliau masih sebagai calon ketua DPC. Jadi dari prapemilihan ketua DPC, calon 

ketua DPC harus mempersiapkan para anggota yang akan dibentuk dan mereka 

merupakan perempuan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam 
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menjalankan tugas dan amanat. Dan kebetulan yang menjabat sebagai ketua DPC saat 

ini adalah seorang perempuan, dan pada waktu itu beliau sudah menyiapkan para 

calon anggotanya atau dengan kata lain merekrut dari jauh hari sebelum pemilihan 

dengan berbagai pertimbangan, itu yang khusus untuk menjadi kader perempuan. 

Kalau untuk menghasilkan caleg perempuan juga sama saja, kami tidak mengalami 

kendala.” (wawancara 24 Desember 2015).  Pernyataan yang sama juga disampaikan 

oleh Eko Prabowo, B. Sc. S.IP selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Politik, beliau 

mengungkapkan bahwa;  

“jujur saja kalau untuk memenuhi kuota 30% ketewakilan perempuan kami 

tidak mengalami kendala sama sekali. Karena dizaman yang semakin modern 

ini banyak sekali perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan berpolitik, 

banyak yang memiliki pendidikan tinggi. Ya paling tidak, minimal SMA lah. Dan 

kebanyakan kemampuan berpolitik mereka itu tidak hanya didapat dari 

bangku pendidikan, melainkan dari organisasi lain sehingga mereka juga sudah 

berpengalaman, contohnya saja rata-rata perempuan zaman sekarang mulai 

suka melakukan kegiatan organisasi, baik itu organisasi pemerintahan ataupun 

organisasi yang lain dan itu sangat membantu sekali untuk membangun mental 

mereka dan menjadikan mereka sebagai perempuan yang memiliki kapasitas, 

power dan kredibel.”  

(wawancara tanggal 10 Januari 2016)  
 Berdasarkan pernyataan kedua anggota partai di atas diakui bahwa dalam rangka 

memenuhi kuota 30%  keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, 

partai sama sekali tidak mengalami kendala, baik itu dalam merekrut anggota partai 

perempuan maupun menghasilkan caleg perempuan yang  

berintegritas. Dan diakui pula bahwa hal itu disebabkan karena ketelitian partai dalam 

melihat dan memilih perempuan yang mau dan mampu menjadi perwakilan perempuan 

dalam partai politik dan wakil rakyat.   

 Sementara itu, hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM). 

Dan HAM sejatinya merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga, melibatkan 

perempuan dan laki-laki dalam partai politik menjadi syarat mutlak bagi demokrasi. 

Apalagi dalam teori politik, jelas tidak ada dikotomi perempuan dan laki-laki. Meski 

kenyataanya hak perempuan dalam berpolitik acap dipolitisasi dan dimobilisasi atas 

nama demokrasi.  

 Jika ditelusuri, akar persoalannya adalah partai politik memang tidak mempunyai 

political will dan prosedur perekrutan yang transparan untuk menempatkan perempuan 

dalam partai politik, bukan semata-mata kekurangan kader perempuan yang mumpuni. 

Seperti pengakuan dari Bapak Agus di atas, perekrutan struktural partai (perempuan) 

dilakukan oleh calon ketua DPC. Gelagat partai politik seperti itu agaknya membatasi 

terpilihnya perempuan menjadi pengurus partai politik, meskipun UU Partai Politik dan 

UU Pemilu terbaru sudah mengakomodasi 30% keterwakilan perempuan. Namun, 

dengan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPC PDI Perjuangan 

diharapkan akan mempengaruhi kebijakan menjadi lebih pro terhadap perempuan. 



Kebijakankebijakan politik pada akhirnya juga dapat dilihat dari perspektif gender. Dan 

jika kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik terpenuhi di semua 

tingkatan (pusat, provinsi dan daerah), maka minimal ada dua gejala yang dapat 

ditimbulkan. Pertama, adanya kesungguhan perempuan untuk berupaya terjun dalam 

dunia politik, setidaknya mewakili nama partai politik. Kedua, timbul kesadaran 

masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan agar tidak saja memilih 

dan dipilih, tetapi juga menjadi internal struktural partai politik.   

 Walaupun kuota 30% keterwakilan perempuan di DPC PDI Perjuangan  

Kabupaten Gunungkidul sudah terpenuhi, tetapi penulis tidak berhenti begitu saja. 

Penulis giat melakukan pengamatan melalui observasi. Hasil dari observasi ternyata 

adanya hambatan nilai-nilai sosial budaya dari masyarakat. Yaitu nilai-nilai, stereotype, 

dan pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi atau dipengaruhi oleh budaya 

patriarki. Masyarakat masih memandang bahwa perempuan tidak begitu penting 

terlibat dalam dunia politik.  

 Adapun upaya yang dilakukan DPC PDI Perjuangan untuk mencegah adanya kendala 

dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan disampaikan oleh Supriyo 

Hermanto, S.IP selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, mengatakan;  

“Partai selalu memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menduduki 
jabatan tertentu, hal ini dilakukan untuk melatih tanggungjawab dari 
perempuan. Dan kami juga harus mempertahankan kapasitas, kapabilitas dan 
kemampuan perempuan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi partai 
mencegahnya dengan melakukan pendidikan politik, menekankan 
tanggungjawab dan mempertahankan kemampuan yang mereka miliki serta 
meningkatkannya, dan juga kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan baik 
itu kegiatan sosial ataupun kegiatan lainnya. Sehingga masyarakat mengenal 
langsung siapa saja yang menjadi kader partai. Dan mudah-mudahan mereka 
juga tertarik untuk menjadi kader partai kami.”. (wawancara 11 Januari 2016).  

  
 Dilanjutkan lagi oleh Lisda Marianti S.P selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak. 

Ibu 45 tahun ini mengatakan:  

“kami selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan khusus untuk perempuan baik 
itu dikalangan masyarakat ataupun internal partai. Contohnya, dalam 
perayaan hari Kartini, itu ada perlombaan untuk ibu-ibu di internal partai 
berbusana ala Kartini atau disebut dengan macapat dan ngadi busana adat 
jawa. Lalu khusus untuk perempuan yang di kalangan masyarakat kami 
mengadakan kegiatan seperti sosialisasi sharing tentang perempuan dan anak, 
membuat acara lomba memasak, dan lain-lain. Itu semua kami lakukan agar 
perempuan-perempuan di Gunungkidul ini aktif dan terbuka pikirannya untuk 
menjaga keluarganya, untuk menilai partai politik dan kegiatan partai politik, 
serta terbangun nuraninya untuk bergabung dalam partai politik. Sehingga 
dengan cara begitu perempuan di Gunungkidul ini akan maju, baik itu 
memajukan diri dan keluarganya maupun memajukan lingkungannya.  

  



 Dari pengakuan kedua informan di atas, diakui bahwa ternyata partai juga memiliki 

strategi sendiri dalam mencegah adanya kendala dalam pelaksanaan kuota 30% 

keterwakilan perempuan.  Hal tersebut dilakukan agar partai memiliki kader yang 

berkualitas dan tetap menjadi partai yang unggul dalam lingkup politik. Seperti yang 

dikatakan Bapak Supriyo di atas, terkait kedudukan perempuan dalam partai politik, 

diakui bahwa partai selalu memberikan kepercayaan kepada perempuan atas jabatan 

yang diberikan, seperti yang tertera dalam SK Struktur, Komposisi dan Personalia DPC 

PDI-P Kabupaten Gunungkidul. Penempatan  

jabatan yang diberikan partai dilihat dari latar belakang pendidikan dan skill atau 

kemampuan serta pengalaman kerja. Tidak hanya itu, partai juga senantiasa melakukan 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti yang dikatakan Ibu Lisda. Dari 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan, penulis memiliki data 

dokumen terkait beberapa kegiatan tersebut, seperti adanya pembentukan panitia 

acara peringatan hari Kartini yang disahkan melalui SK. No.: 008/DPC/KPTS/IV/2015 

tentang personalia panitia peringatan hari Kartini DPC DPI-P Kabupaten Gunungkidul 

tahun 2015, dilengkapi dengan form penilaian lomba dan hasil lomba.  Sehingga pelan-

pelan masyarakat khususnya perempuan akan sadar bahwa ternyata bergabung dalam 

politik itu merupakan hal sewajarnya dilakukan oleh perempuan. Dan dengan cara 

begitulah PDI Perjuangan secara tidak langsung mengajak para perempuan-perempuan 

untuk berabung bekerjasama dengan partai, dan tentunya partai memiliki hak untuk 

menentukan atau memilih para perempuan yang sesuai dengan kriteria partai.  

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami partai politik untuk 

memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politk 

adalah partai masih terhalangi oleh nilai-nilai sosial budaya, yaitu stereotype atau 

pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang mana budaya ini 

memang menjadi kendala terbesar negara berkembang seperti Indonesia dan khususnya 

Kabupaten Gunungkidul dalam melibatkan perempuan dalam partai politik, walaupun 

dalam perjalanannya partai tidak mengakui adanya kendala dalam pemenuhan kuota 

30% keterwakilan perempuan, tetapi penulis menarik kesimpulan dari hasil observasi 

dan wawancara langsung di masyarakat. Dan di samping itu juga PDI Perjuangan 

senantiasa melakukan beberapa strategi dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan 

perempuan, yaitu: pertama, mempersiapkan anggota struktural internal partai, dalam 

hal ini dipercayakan calon Ketua DPC dalam merekrut kader-kader perempuan yang 

memiliki integritas dan kredibel. Kedua, partai selalu memiliki strategi untuk mencegah 

munculnya kendala dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Ketiga, 

partai mengajak masyarakat (perempuan) untuk bergabung bersama menjadi kader 

partai (non struktural) melalui berbagai kegiatan, seperti sharing, dan mengadakan 

beberapa kegiatan peringatan hari besar nasional.  

  

c. Akses perempuan untuk menjadi anggota legislatif  

Dengan adanya perlakuan khusus bagi perempuan melalui Undang-Undang  



Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Terdapat pada Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap partai politik peserta  

pemilihan umum dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan 

perempuan sekurang-kurangnya 30%, maka mau tidak mau partai politik harus 

melaksanakan peraturan tersebut jika ingin lolos menjadi peserta pemilu. Hal ini 

disebabkan, keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif menjadi salah 

satu indikator yang menentukan lolos tidaknya sebuah partai politik dalam mengikuti 

pemilu legislatif.  

Aturan tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang ada di Indonesia, dan 

salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul telah mengikuti 

dan melaksanakan pemilu legislatif pada tahun 2014 lalu. Dengan demikian, maka 

kesempatan perempuan di Kabupaten Gunungkidul untuk  

berpartisipasi dalam pencalonan anggota legislatif semakin terbuka lebar, dan salah 

satunya melalui PDI Perjuangan.  

Seperti yang dikemukakan oleh Hj. Desiyanti, SE., yang menjabat sebagai  

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2019. Ibu 51 

tahun ini mengungkapkan;  

“Akses saya terlibat dalam parpol itu berawal di tahun 2005. Tahun 2005 saya 

bergabung dalam DPC PDI Perjuangan dengan berbagai alasan yang positif. 

Kemudian pada tahun 2009 dan 2014 saya dipercayakan oleh partai untuk 

mencalonkan diri sebagai caleg untuk mewakili perempuan. dua kali 

mencalonkan, dua kali lolos dalam parlemen. Tetapi, semua itu tidak 

segampang yang dibayangkan. Ada beragam kriteria khusus partai dalam 

menentukan caleg perempuannya. Pertama karena adanya tuntutan 

undangundang yang yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan, dan 

khususnya untuk Kabupaten Gunungkidul ini sangat sulit untuk mencari 

perempuan yang memiliki potensial. Kalau hanya sekedar diambil dan 

dijadikan caleg itu mudah, tetapi untuk menjadi legislatif yang berkualitas dan 

diterima oleh masyarakat itu yang susah. Sehingga partai lebih melihat 

perempuan yang aktif dan memiliki integritas untuk dicalonkan sebagai 

caleg.”. (wawancara 26 Desember 2015).  

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa karier awal dari Ibu Desiyanti 

adalah berawal dari seorang kader partai pada tahun 2005. Sebelumnya beliau telah 

memperoleh banyak tawaran dari beberapa partai dan salah satunya PDI Perjuangan 

untuk bergabung bersama partai. Akhirnya Ibu Desiyanti memilih untuk bergabung 

bersama DPC PDI Perjuangan dan menjadi kader struktural yang dapat dilihat dalam SK 

kepengurusan. Kemudian seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2009 dan 

tahun 2014 dicalonkan oleh partai menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 



legislatif, yang kemudian terpilih menjadi anggota legislatif. Menurut pernyataan di 

atas, Ibu Desiyanti melihat PDI Perjuangan konsisten kepada masyarakat terhadap 

caleg perempuannya. Kriteria-kriteria utama partai dalam menyiapkan caleg 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu perempuan yang memiliki 

pengalaman, integritas, kualitas dan diterima oleh masyarakat.  

Dan ketika penulis bertanya mengenai kesulitan yang dialami, beliau 

menjawabnya sebagai berikut;  

“Sebenarnya kalau kesulitan untuk masuk dalam partai tidak ada. Karena saya 

sudah terbiasa bergabung dan aktif dalam kegiatan organisasi. Dan sebenarnya 

jenjang karir dalam partai dimulai dari anak ranting, ranting, PAC lalu DPC. Dan 

ternyata di PDI Perjuangan untuk masuk dalam DPC itu harus ada rekomendasi 

dari Ketua Umum dan waktu itu saya mendapat rekomendasi langsung dari Ibu 

Megawati selaku Ketua DPP. Namun yang tidak bisa dipungkiri itu ya faktor 

finansial. Dimana-mana ya kalau masuk dalam dunia politik memang 

membutuhkan itu. Karena finansial ini memiliki peran penting  dalam 

pemasaran politik dan kampanye atau kegiatan politik lainnya. Kalau untuk 

finansial yang saya keluarkan pada tahun 2014 itu sangat sedikit, ya sekitar 150 

juta. Hal ini dikarenakan saya pernah menjadi anggota dewan di periode 

sebelumnya dan pada waktu itu tahun 2009 saya mengeluarkan kurang lebih 

400 juta.” (wawancara 26 Desember 2015).  

Dari pernyataan di atas, fraksi PDI Perjuangan tersebut mengakui bahwa tidak 

ada kesulitan yang beliau alami selama proses pemilu legislatif 2014 lalu. Hal itu 

dikarenakan Ibu Desiyanti memiliki pengalaman dalam berbagai kegiatan organisasi. 

Tidak hanya itu, sebelum tahun 2005 Ibu Desiyanti merupakan isteri seorang camat, 

yang mana telah berpengalaman dan memiliki massa yang cukup kuat untuk berpolitik. 

Ditambah lagi dengan adanya rekomendasi dari Ketua DPP partai untuk menjadikannya 

sebagai kader dan calon anggota legislatif. Ibu Desiyanti juga mengakui melakukan 

komunikasi untuk menarik simpati dari masyarakat. Dan pernyataan di atas juga 

memaparkan secara jujur mengenai finansial yang dikeluarkan. Namun, bukan berarti 

finansial itu menjadi faktor utama terpilihnya seorang caleg. Ibu Desiyanti hanya 

menghabiskan 150 juta selama kegiatan politik, biaya itu dihabiskan dari awal hingga 

akhir proses pencalonan.   

Sama halnya dengan Endang Sri Sumartini, MAP., anggota legislatif periode 

2014-2019 ini menceritakan tentang akses bergabung dalam partai dan menjadi 

anggota legislatif, berikut pemaparannya;  

“awalnya saya merupakan kader PDI Perjuangan di tahun 2005 dan setelah 

menjadi kepala desa saya tidak aktif lagi dalam kegiatan partai. Karena seorang 

kepala desa dituntut untuk tidak berpolitik dan bersikap netral. Dan saya aktif 

kembali berpartisipasi di PDI-P setelah masa tugas saya sebagai kepala desa 

berakhir, dan kebetulan juga pada tahun 2014 saya dipercayakan partai untuk 

ikut mencalonkan diri sebagai caleg. Namun kalau untuk pencalonan caleg 

tidak segampang itu untuk masuk caleg dari PDI Perjuangan. Partai pasti 

memiliki kriteria-kriteria tertentu, sehingga tidak menghasilkan kader yang 

asal-asalan. Selain itu, partai juga melihat basis massa kami. Dan kebetulan 

saya ini adalah mantan Kepala Desa, jadi saya mempunyai basis masa yang 



kuat terutama di wilayah saya. Sebenarnya salah satu alasan dari keterpilihan 

seseorang dalam pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya finansial. 

Dan untuk finansial, jujur saja saya telah menggunakan dan menghabiskannya 

sekitar kurang lebih 300 juta sampai 400 juta selama proses pencalonan. ” 

(wawancara 13 Januari 2016).  

Dari penuturan di atas dapat dilihat bahwa akses Ibu Endang Sri Sumartini 

untuk menjadi anggota legislatif memiliki proses yang sangat panjang, yaitu dapat 

dilihat pada grafik berikut:  

Grafik III.1  

Partisipasi dalam Partai  

 Dari grafik tersebut dapat dilihat akses atau partisipasi Ibu Endang berawal 

menjadi kader partai dengan persentase keaktifan 100% pada tahun 2005-2007, 

kemudian fakum sementara pada tahun 2008-2013 dengan persentase 10% karena 

mendapat tugas dari masyarakat untuk menjabat sebagai Kepala Desa, lalu aktif 

kembali dan akhirnya menjadi anggota legislatif pada tahun 2014 sampai sekarang 

dengan persentase tingkat partisipasi 100%. Pernyataan secara terang-terangan juga 

dipaparkan mengenai finansial yang dikeluarkan selama proses pemilu legislatif. Dana 

politik ini digunakan untuk mempromosikan diri dan melakukan berbagai strategi 

untuk dekat dengan konstituen. Biaya yang dihabiskan untuk kegiatan politik itu 

merupakan konsekwensi politik yang harus diambil oleh kandidat ini. Itu artinya modal 

finansial yang dikeluarkan menjadi senjata ampuh atau dukungan tambahan untuk 

memperkenalkan dirinya di hadapan publik, lebih khusus di daerah pilihannya.   

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua anggota 

legislatif fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul terkait akses perempuan untuk 

menjadi anggota legislatif dapat disimpulkan bahwa adanya berbagai alasan untuk 

bergabung dalam partai yang akhirnya menjadi anggota legislatif. Dalam proses untuk 

menjadi anggota legislatif juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang 

ditetapkan oleh partai, dan tentunya juga ditetapkan oleh KPU. Dari pengakuan 

informan juga diakui bahwa tidak adanya kesulitan yang dialami untuk masuk partai. 

Seperti yang dikatakan Ibu Desiyanti, Ibu Desiyanti tidak mengalami kesulitan untuk 

bergabung dalam partai dikarenakan telah berpengalaman menjadi anggota legislatif. 

Berbeda dengan Ibu Endang, yang mengaku tidak mengalami kesulitan bergabung 
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dalam partai, melainkan kesulitan yang dialami adalah pada saat mencalonkan diri 

sebagai caleg.  Hal ini disebabkan karena partai memiliki kriteria-kriteria tertentu dan 

tidak menghasilkan kader yang asal-asalan. Seiring perjalanannya, banyak sekali 

strategi-strategi yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat tentang kemampuan 

kandidat pemilu, dimulai dari kegiatan sosialisasi sampai dengan kegiatan 

mengeluarkan finansial.  

Finansial merupakan produk yang sungguh hendak ditawarkan dan dijual oleh 

partai politik kepada calon pemilih memiliki tiga kategori20. Pertama, platform partai 

politik yang berisikan konsep-konsep partai, identitas ideologi dari masingmasing 

partai dan program kerja sebuah institusi politik. Kedua, catatan masa lalu sebuah 

partai (past record), yaitu apa saja yang telah dilakukan dan yang telah mampu 

diwujudkan partai politik pada masa lalu. Ketiga, karakteristik individu  

(personal characteristic), yaitu karakteristik dari sebuah pemimpin atau kandidat (calon 

anggota legislatif) yang dapat memberikan citra (image), simbol dan kredibelitas sebuah 

produk politik.  

Sehingga selain dari kemampuan, pengalaman, keaktifan dan basis massa yang 

dimiliki dari calon anggota legislatif perempuan, finansial juga salah satu faktor yang 

mendukung untuk melancarkan keterpilihan caleg. Tetapi finansial tersebut bukanlah 

alasan yang kuat untuk kemenangan seorang caleg, melainkan hanya strategi 

pelengkap sebagai akses pencalonan. Contohnya saja, dari Kedua anggota legislatif 

fraksi PDI Perjuangan di atas dapat dilihat bahwa jumlah finansial yang dikeluarkan 

tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan finansial yang dikeluarkan oleh kandidat 

lain.  

d. Kegiatan perempuan selama proses pencalonan  

Selama proses pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Gunungkidul, terdapat 

banyak kegiatan yang dilakukan para calon anggota legislatif perempuan untuk  

memperoleh suara terbanyak dan duduk di kursi parlemen. Seperti yang dikatakan Ibu 

Desiyanti;  

“saya melakukan berbagai kegiatan untuk meyakinkan masyarakat agar 
mereka memilih saya. Seperti sosialisasi turun langsung ke RT, PKK, 
padukuhan, karang taruna, serta sharing kepada kepala dukuh masingmasing.” 
(wawancara 26 Desember 2016).  

  

Sama halnya dengan yang dilakukan Ibu Endang, selama proses pemilu 

legialatif juga giat melakukan sosialisasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat. 

seperti yang dikatakan Bapak Agus Murwanto selaku kepala staf DPC PDIP dan 

sekaligus salah satu orang dibalik kemenangan Ibu Endang;  

                                                           
20
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“Ibu Endang merupakan salah satu kader PDI yang memilik basis massa yang 
kuat, itu karena pada pencalonan itu sering melakukan kegiatan sosialisasi 
langsung dengan masyarakat, dan memperomosikan programprogram beliau.” 
(wawancara 24 Desember 2015).  

  

Ditambahkan oleh Suharno, SE., selaku wakil ketua bidang pemenang pemilu, 

mengatakan;  

“kegiatan yang dilakukan para caleg itu ya  meningkatkan popularitas mereka 
di dapilnya dan menarik simpati dari pemilih. Itu dilakukan dengan cara 
sosialisasi.” Wawancara 11 Januari 2016).  

  

Dari beberpa pemaparan di atas dapat pula disimpulkan bahwa kegiatan yang 

paling sering dilakukan calon legislatif selama proses pemilu adalah sosialisasi langsung 

dengan masyarakat. Sosialisasi langsung dengan masyarakat memiliki pengaruh besar 

terhadap kemenangan calon legislatif perempuan. Sosialisasi ini dilakukan untuk 

mempromosikan program dan citra caleg masingmasing. Hal ini disebabkan karena 

semakin cerdasnya perilaku pemilih dalam menentukan pilihan, masyarakat tidak 

terlalu memperhatikan partai yang mengusung caleg, melainkan lebih melihat citra 

personal dari caleg itu sendiri.  

  

2. Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif  

a. Pendaftaran dan Seleksi  

Proses pendaftaran dan seleksi adalah tahapan penjaringan atau  

penyeleksian awal dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif dan 

dalam hal ini akan dibahas mengenai anggota legislatif perempuan. Proses seleksi ini 

dilakukan dengan memperhatikan peraturan UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu 

anggota legislatif, Pasal 52 ayat (1) “partai politik peserta pemilu melakukan seleksi 

bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD  

Kabupaten/Kota” dan ayat (2) seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu”, serta aturan 

internal partai PDI Perjuangan yaitu SK yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan No. 

061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan 

pendaftaran bakal calon legislatif. Di dalam kedua aturan tersebut sudah diatur secara 

jelas syarat-syarat menjadi calon anggota legislatif. Dimana PAC dan DPC PDI Perjuangan 

ditugaskan oleh DPP untuk merekrut bakal calon anggota legislatif. Setelah itu para 

calon mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPC PDI Perjuangan. Tim 



seleksi bakal calon legislatif dari DPC PDI Perjuangan bertugas membuka kesempatan 

kepada kaderkader partai yang memenuhi persyaratan administratif yang telah 

ditentukan oleh partai dan peraturan tentang partai politik dan pemilu. Seleksi ini 

dilakukan oleh DPC partai dengan memaksimalkan peran struktural partai dimulai dari 

anak ranting, ranting, PAC sampai DPC.  

Seperti yang dikatakan oleh Agus Murwanto selaku Kepala Staf DPC PDI 

Perjuangan, bapak 47 tahun ini mengatakan bahwa;  

“Untuk mencari caleg perempuan yang berkualitas itu dibantu oleh anak 

ranting, ranting, dan PAC. Karena mereka mengetahui situasi lapangan dan 

mengenal kader-kader terbaik yang pantas dijadikan caleg dan memiliki 

kompetensi di wilayah yang mereka tempati. Proses ini dilakukan dari awal 

dengan melihat kondisi kader ataupun non kader dari segi latar belakangnya, 

sumber daya kemampuannya dan pemahamannya mengenai partai dan 

politik, setelah itu barulah diserahkan ke DPC untuk diseleksi lebih lanjut”. 

(wawancara tanggal 24 Desember 2015).  

Dari pemaparan di atas diakui bahwa proses seleksi dilakukan dengan cara 

merekrut para kader internal ataupun kader luar partai yang mau dan mampu 

menjalani proses politik dalam pemilu legislatif. Dan dalam hal ini PDI Perjuangan 

Kabupaten Gunungkidul sudah memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan. 

Dan dalam proses untuk memenuhi kuota tersebut dilakukan oleh pengurus anak 

ranting dan ranting yang selanjutnya diserahkan kepada PAC untuk dikerucutkan dan 

kemudian diserahkan kepada DPC untuk menyeleksi pada tahap kedua. Hal ini dapat 

dibuktikan dari aturan internal PDI Perjuangan yang merupakan panduan utama 

pelaksanaan rekrutmen calon legislatif, yaitu SK yang dikeluarkan oleh Ketua DPP 

partai No.061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, 

penetapan dan pendaftaran bakal calon legislatif.  

Sama halnya dengan Lisda Mariyanti, SP selaku wakil ketua perempuan dan 

anak, mengatakan;  

“Kalau untuk seleksi itu kami dibantu PAC, ranting dan anak ranting. Lalu nanti 
didaftarkan di DPC. Tetapi dalam menentukannya tidak dibedabedakan antara 
yang perempuan dan laki-laki. Yang penting mereka sesuai dengan kriteria 
partai, itu saja.” (wawancara tanggal 10 Januari 2016).  

Dari pemaparan di atas diakui bahwa dalam proses seleksi dibantu oleh 

pengurus anak ranting, ranting serta DPC, dan dalam menentukan bakal calon, tidak 

ada perlakuan khusus antara laki-laki dan perempuan. Karena partai melakukan seleksi 

berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh partai.  

Seperti yang dikemukakan oleh Suharno, SE selaku wakil ketua bidang 

pemenang pemilu DPC PDI Perjuangan kabupaten Gunungkidul, bahwa;  

“Pendaftaran dan seleksi penetapan calon anggota legislatif yang partai 

dilakukan khususnya dari pengurus partai yaitu kader partai yang ditetapkan 

dalam surat keputusan sesuai dengan hasil kongres dan hasil musyawarah 

dalam setiap tingkatan. Kader partai yang aktif melaksanakan kegiatan partai 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak ditetapkan dan dapat 



menunjukkan hasil kerja politik di partai secara berkesinambungan, berhasil 

guna, konkret, terarah, terukur dan dapat dibuktikan. Kalau untuk diluar 

kepengurusan khusus perempuan, partai mencari kader non striktural partai 

yang berpotensi untuk menjadi caleg maupun merangkul tokoh di luar partai 

untuk memberi kesempatan untuk menjadi caleg PDI Perjuangan..”. 

(wawancara tanggal 24 Desember 2015).  

Pernyataan di atas mengkonfirmasi ketentuan yang dilakukan partai terkait 

pendaftarandan seleksi awal dalam menentukan anggota legislatif yang bersumber 

dari kader internal dan luar partai. Dan itu merupakan salah satu mekanisme yang 

ditempuh oleh partai. Seperti Ibu Endang yang merupakan simpatisan partai yang tidak 

terdaftar dalam kepengurusan partai dikarenakan menjalankan tugas sebagai kepala 

desa sebelum pencalegan. Pada saat masa jabatan kepala desa sudah habis, partai 

menarik kembali kader non struktural ini untuk dicalonkan sebagai calon anggota 

legislatif. Mekanisme lainnya seperti yang dipaparkan oleh Bambang Eko  

Prabowo, B. Sc. S.IP selaku wakil ketua bidang kaderisasi dan politik, mengatakan; 
“Sebenarnya ada beberapa mekanisme yang dilakukan partai dalam menentukan calon 
anggota legislatif. Pertama, melihat dari mantan anggota legislatif. Lalu kedua adalah 
tokoh masyarakat, yaitu anggota masyarakat yang memiliki pengaruh penuh untuk 
mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan atau penambahan kursi legislatif 
dan memiliki kepedulian terhadap partai, tidak lupa juga dengan pengalaman dan 
kapasitas yang mereka miliki. Namun kami juga melihat dari kader partai yang berada di 
luar struktural. Itulah orang yang kami cari untuk menempatkan posisi sebagai caleg 
perempuan khususnya. Tapi prosesnya harus terstruktur, seperti DPP memberikan 
instruksi kepada DPC untuk menentukan bakal calon, dan DPC menugaskan PAC yang 
kemuadian bekerja sama dengan anak ranting dan ranting dalam merekrut calon 
kandidat. Setelah itu, diserahkan ke DPC dan DPC berhak menyeleksi kandidat tersebut” 
(wawancara 10 Januari 2016).  

  

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pendaftaran dan seleksi awal yang 

dilakukan partai dalam mencari dan menentukan calon anggota legislatif memiliki 

beberapa mekanisme. Seperti yang pertama, melihat dari mantan anggota legislatif 

yang aktif di lembaga legislatif dan yang mampu memperjuangkan aspirasi, peduli 

kepada masyarakat dan partai, serta perduli terhadap konstituennya dengan 

melakukan kegiatan konkret kepada masyarakat ataupun partai pada saat kunjungan 

kerja atau tugas lain. Lalu kedua, melihat dari tokoh masyarakat yang memiliki 

pengaruh besar terhadap pemilu dalam memperoleh suara. Dan yang ketiga, melihat 

dari kader internal partai, yaitu kader yang aktif dan juga memiliki  

kemampuan untuk menjadi caleg. Mekanisme tersebut digunakan agar  

menghasilkan caleg yang sesuai dengan kriteria partai dan kriteria pemilih.    

Dari hasil wawancara beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tahapan pencalonan anggota legislatif pada pendaftaran dan seleksi dilakukan dengan 

sistematis serta tidak memberlakukan secara khusus antara bakal calon lakilaki dengan 



bakal calon perempuan. Artinya, siapa saja bisa menjadi bakal calon anggota legislatif, 

baik itu laki-laki maupun perempuan asal memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

Seiring perjalanan prosesnya terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan untuk 

mendapatkan bakal calon anggota legislatif, dimulai dari kerja sama dengan struktural 

anak ranting, ranting dan PAC yang kemudian bakal calon tersebut akan diserahkan 

kepada DPC untuk menjalani proses seleksi selanjutnya.  

Hal ini dapat dibuktikan dari adanya peraturan internal PDI Perjuangan, yaitu SK 

No.061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan 

pendaftaran bakal calon legislatif.  

  

b. Penyaringan   

Proses penyaringan adalah proses seleksi kedua dari seleksi partai terhadap 

bakal calon anggota legislatif, dan dalam hal ini dikhususkan untuk membahas caleg 

perempuan. Penyaringan ini dilakukan dengan mengacu pada hasil verifikasi 

administrasi dari hasil psikotes, rekam jejak pengabdian pada partai dan masyarakat, 

hasil penugasan partai, bebas narkoba, paham ideologi dan lain-lain.  

Seperti yang dikatakan Agus Murwanto, Kepala Staf DPC PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul;  

“verifikasi data dilakukan dengan memeriksa bakal caleg, dimulai dari psikotes, 
rekam jejak pengabdian pada partai dan masyarakat, hasil penugasan partai, 
bebas narkoba dan psikotropika, penilaian berdasarkan bobot skorsing dan 
paham ideologi. Hal ini dilakukan agar partai memiliki caleg yang benar-benar 
sehat jasmani dan rohaninya, paham partainya dan paham akan 
masyarakatnya.” (wawancara 24 Desember 2015)  

Dari pemaparan di atas diakui bahwa seleksi pada tahap kedua ini dilakukan 

berdasarkan tes jasmani dan rohani bakal calon legislatif. Hal ini dilakukan agar partai 

mendapatkan calon legislatif yang benar-benar sesuai dengan kriteria partai dan 

peraturan regulasi.   

Dilanjutkan oleh Suharno, SE sekalu wakil ketua bidang pemenang pemilu 

mengatakan;  

“Partai akan melakukan seleksi sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh 
partai. Setelah para bakal calon sudah fix di tangan DPC, lalu diserahkan ke 
DPD dan DPP untuk disahkan.” (wawancara tanggal 24 Desember 2015).  

  

Dari pemaparan di atas dapat diakui bahwa nama-nama bakal calon yang 

sudah diseleksi oleh DPC partai akan diserahkan kepada DPD partai dan DPP partai 

untuk disahkan menjadi daftar calon sementara (DCS).   



Dengan demikian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa 

informan tentang tahapan pencalonan anggota legislatif terkait penyaringan dapat 

disimpulkan bahwa proses penyaringan yang dilakukan oleh DPC wajib memperhatikan 

dari hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, serta 

hasil tes bebas narkoba dan hasil pemahaman ideologi di partai. Setelah syarat 

tersebut sudah terpenuhi, maka nama-nama yang lolos akan diserahkan kepada DPD 

partai dan DPP partai untuk memeriksa psikotes dari masing-masing calon dan 

kemudian akan disahkan menjadi daftar calon sementara (DCS).   

  

c. Penetapan Bakal Calon Legislatif  

Proses penetapan bakal calon legislatif merupakan tahapan seleksi yang ketiga 

dari proses seleksi partai terhadap bakal calon legislatif, dan dalam hal ini dikhususkan 

untuk membahas caleg perempuan. Pada tahap ini nama-nama yang masuk dalam 

daftar calon sementara (DCS) akan diproses menjadi daftar calon tetap (DCT), Dalam 

penetapan bakal calon tetap, telah diatur oleh Undang-Undang  

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal  

66 ayat (3) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota 

DPRD kabupaten/kota”. Sehingga yang berhak untuk menetapkan DCT adalah KPU 

Kabupaten Gunungkidul. Pada tahap ini juga penempatan nomor urut para calon 

anggota legislatif ditetapkan. Dalam menetapkan nomor urut, partai menyesuaikan 

dengan kualitas yang dimiliki calon anggota legislatif. Seperti yang dikatakan Krisna 

Wijayanto, SE selaku wakil ketua komunikasi DPC PDI Perjuangan Gunungkidul;  

“Dari hasil penilaian kelima aspek penilaian pada tahap seleksi awal, akan 
dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian nomor urut calon anggota 
legislatif. Nomor untuk urutan yang paling atas itu diprioritaskan bagi pengurus 
struktural DPC dan PAC PDIP.” (wawancara tanggal 10 Januari 2016).  

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa salah satu syarat dalam 

penempatan nomor urut calon legislatif dilihat dari hasil seleksi yang dilakukan pada 

tahap awal, yaitu verifikasi administrasi dari hasil psikotes, rekam jejak pengabdian 

pada partai dan masyarakat, hasil penugasan partai, bebas narkoba dan paham 

ideologi. Dan untuk penempatan nomor urut paling atas akan lebih memprioritaskan 

struktural DPC dan PAC PDI Perjuangan.  

Seperti yang disampaikan oleh Suharno, SE selaku wakil ketua bidang 

pemenang pemilu DPC PDI Perjuangan, bapak 47 tahun ini mengatakan;  

“kalau untuk  kalau untuk nomor urut, itu ditentukan atas kualitas calon dalam 
melaksanakan tugas sebagai caleg, salah satunya ya kualitas perempuan”. 
(wawancara 24 Desember 2015).  



Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa penetapan bakal calon anggota 

legislatif khususnya perempuan dalam penempatan nomor urut ditentukan atas 

kualitas caleg dalam melaksanakan tugas. Sama halnya dengan pengakuan  

Desiyanti, SE selaku caleg 2014 yang lolos dan saat ini menjabat sebagai Ketua  

Badan Kehormatan Dewan, mengatakan;  

“Pada saat itu hasil rapat di DPC memutuskan untuk menempatkan saya di 
dapil 4 dan kebetulan pula saya ditempatkan di nomor urut 1. Walaupun 
dalam undang-undang pemilu legislatif tertulis bahwa perempuan harus 
berada di urutan 1 sampai 3 dan kebanyakan selalu berada di nomor urut 3, 
tetapi alhamdulillah karena saya merupakan pengurus DPC dan cukup aktif di 
berbagai organisasi dan kegiatan DPC, serta pernah duduk di DPRD Kabupaten 
Gunungkidul pada periode 2009-2014 yang mungkin dapat dinilai telah 
berpengalaman, sehingga saya dicalonkan kembali menjadi calon legislatif 
pada pemilu legislatif 2014 dan berada di nomor urut 1. (wawancara tanggal 
26 Desember 2016).   

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa penempatan nomor urut 

ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat DPC berdasarkan kualitas caleg 

perempuan, karena dalam menentukan nomor urut harus mempertimbangkan kualitas 

dan dari hasil tahap penjaringan dan seleksi yang diikuti oleh calon legislatif 

perempuan.  

 Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Endang Sri Sumartini, MAP., caleg terpilih 

pada tahun 2014 fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan;  

“Pertimbangan utama yang dipakai dalam penetapan nomor urut adalah 
kapabilitas, integritas, dan keaktifan caleg itu sebagai pekerja politik di partai, 
dan kebetulan saya mendapatkan nomor urut 5.”  

Dari pernyataan di atas diakui bahwa penempatan nomor urut yang dilakukan 

partai selalu mempertimbangkan kapabilitas, integritas dan keaktifan calon legislatif 

dalam menjalankan tugasnya di partai politik. Nomor urut bukanlah satu-satunya cara 

untuk memenangkan pemilu legislatif, dapat dilihat dari pengakuan ibu Endang yang 

mendapatkan nomor urut 5 dan bisa memenangkan pemilu legislatif. Hal ini berarti 

bahwa perilaku pemilih Gunungkidul semakin cerdas dalam memilih.  

Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dari penetapan bakal calon 

legislatif ini adalah dengan menetapkan nomor urut kepada tiap-tiap calon anggota 

legislatif dan dengan memperhatikan penilaian verifikasi administrasi, kualitas, 

pengalaman, serta kemampuan para bakal calon anggota legislatif dalam menjalankan 

tugas yang akan diberikan. Penugasan yang diberikan oleh partai kepada bakal calon 

legislatif untuk melaksanakan tugas partai di daerah pemilihan masing-masing sesuai 

dengan tingkatannya, dan untuk dinilai kemampuannya dalam memenangkan pemilu 

legislatif pada tahun 2014.   

  

  



  

  

3. Penetapan hasil di DPRD Kabupaten Gunungkidul  

Penetapan hasil pemilu legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul 

berawal dari diprosesnya daftar calon sementara (DCS) menjadi daftar calon tetap 

(DCT) oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 67 ayat (2) “KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar 
calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan 
media massa elektronik nasional.”. DCT adalah hasil nama calon anggota legislatif yang 
telah ditetapkan oleh KPUD yang kemudian akan diserahkan ke DPC partai untuk 
menjalani proses selanjutnya dalam penetapan anggota legislatif. Proses ini dilakukan 
setelah daftar bakal nama calon anggota legislatif sudah disahkan oleh KPUD. Dari daftar 
nama calon yang sudah ditetapkan, maka KPU Kabupaten Gunungkidul 
mempublikasikan nama-nama calon diberbagai media elektronik atau media cetak 
dengan tujuan untuk memperkenalkan nama-nama calon legislatif ke masyarakat. 
Setelah masyarakat memberikan penilaian dan dinyatakan tidak bermasalah kepada 
calon-calon yang akan maju di pemilu legislatif, maka daftar nama tersebut 
dikembalikan kepada partai untuk menjalani proses yang akan dilakukan DPC partai 
yang disebut proses penetapan. Dari hasil daftar nama bakal calon yang sudah disahkan, 
DPC partai juga mengirimkan hasilnya kepada DPD partai untuk menyatakan calon 
anggota legislatif tetap di Kabupaten Gunungkidul.   

Jadi, dalam menentukan daftar anggota legislatif tetap, KPUD memiliki 

wewenang sesuai ketentuan undang-undang. Adapun daftar calon tetap DPC PDI 

Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut.  

Tabel III.5  

Daftar calon tetap anggota DPRD perempuan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014  

No.   Nama   Dapil  

1.  Lilik Dwi Setyaningrum  1  

2.  Ervina Murti Kurnisetyowati, S.Pd.  1  

3.  Budiarti Kustarini  1  

4.  Rustiana  1  

5.  Prapti Widayani, S.Si.  2  

6.  Tri Wahyuni  2  

7.  Suyanti   2  

8.  Endah Subekti Kuntariningsih, S.E.  3  

9.  Kuswandari  3  

10.  Intan Kusumaningrum  3  



11.  Desiyanti, S.E.  4  

12.  Surtini   4  

13.  Vita Sahnjani  4  

14.  Suyamtini  5  

15.  Dra. Endang Sri Sumartini, M.A.P  5  

16.  Sri Lestari  5  

Sumber: KPU Kabupaten Gunungkidul 2014  

  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 16 orang daftar calon tetap pada pemilu 

legislatif 2014 di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini membuktikan adanya partisipasi 

perempuan dalam pemilu legislatif di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul. Dan 

dari 16 orang yang tercatat sebagai daftar calon tetap, ternyata tidak semua dapat  

menduduki jabatan sebagai anggota legislatif. Karena untuk menempati kursi anggota 

legislatif terdapat mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 206 ayat (2) berbunyi “perolehan suara partai politik 

untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dalam 

sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta  

Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota”. Dilanjutkan dengan ayat (3) “KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota 

DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara.  

 Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul yang 

berhak menetapkan perolehan suara partai politik untuk calon anggota legislatif dan 

dihadiri oleh para saksi dan panwaslu. Kemudian hasil perolehan suara partai politik 

calon anggota legislatif Kabupaten Gunungkidul akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Gunungkidul paling lambat 12 hari. Terkait dengan penetapan calon terpilih, juga 

diatur dalam Pasal 215 huruf a yang berbunyi  

“calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan 

berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak”, dan dilanjutkan dengan Pasal 

217 ayat (1) “pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU  

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dari kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa KPU 

Kabupaten Gunungkidul akan menetapkan calon terpilih berdasarkan dari hasil 

perolehan suara terbanyak, dan akan diumumkan setelah ditetapkan oleh KPU 

Kabupaten Gunungkidul. Adapun hasil penetapan calon anggota legislatif perempuan 

terpilih DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul pada pemilu  

legislatif 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:  

  



Tabel III.6  

Caleg Perempuan Terpilih 2014  

No 
.   

Nama   Dapil   Perolehan 

Suara  

Peringkat   

1.  Endah Subekti Kuntariningrum. SE  3  1.472  I  

2.  Desiyanti. SE  4  5.329  I  

3.  Dra. Endang Sri Sumartini. M.A.P  5  3.650  II  

Sumber: KPU Kabupaten Gunungkidul 2014  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 orang calon anggota legislatif 

perempuan  PDI Perjuangan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Dan dapat pula 

dipastikan bahwa PDI Perjuangan memiliki keterwakilan terbanyak jika dibandingkan 

dengan partai lain. Hal ini telah dibuktikan dengan data yang ada pada KPU Kabupaten 

Gunungkidul, lihat tabel berikut:  

Tabel III.7  

Prosentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014  

No.   Partai Politik  Jumlah 
Caleg  

Terpilih  

Caleg terpilih perempuan  

Jumlah  %  

1.  Partai Nasdem  2  -  -  

2.  Partai Kebangkitan Bangsa  3  1  14,3  

3.  Partai Keadilan Sejahterah  5  -  -  

4.  Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan  

11  3  42,85  

5.  Partai Golongan Karya  6  2  28,6  

6.  Partai Gerakan Indonesia Raya  6  -  -  

7.  Partai Demokrat  4  -  -  

8.  Partai Amanat Nasional  7  1  14,28  

9.  Partai Persatuan  
Pembangunan  

0  -  -  

10.  Partai Hati Nurani Rakyat  1  -  -  

11.  Partai Bulan Bintang  0  -  -  

12.  Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia  

0  -  -  

 Jumlah  45  7  100  

Sumber: KPU Kabupaten Gunungkidul 2014  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuktikan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten 

Gunungkidul  memperoleh prosentase paling unggul jika dibandingkan dengan partai 

lainnya, yakni 42,85%.   



Berdasarkan pada uraian penetapan hasil DPRD Kabupaten Gunungkidul yang 

didukung oleh data dan fakta, maka penulis menyimpulkan bahwa partisipasi 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di DPC PDI Perjuangan Kabupaten  

Gunungkidul pada pemilu legislatif 2014 tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan dari 
jumlah 188 orang calon anggota legislatif perempuan21 yang lolos dalam daftar calon 
tetap, hanya 7 orang calon anggota legislatif yang berhasil menduduki kursi DPRD 
Kabupaten Gunungkidul. Dan dari 7 orang perempuan anggota legislatif tersebut, 3 
orang diantaranya adalah perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul. Dengan 
demikian, partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif bagi DPC PDI 
Perjuangan telah memiliki perwakilan perempuan dalam parlemen.   

Namun seiring perjalanan politik di Kabupaten Gunungkidul, salah satu 

anggota legislatif terpilih dari DPC PDI Perjuangan Kabupten Gunungkidul 

mengundurkan diri dari kursi legislatif, yaitu Ibu Endah Subekti Kuntariningrum, SE. Hal 

tersebut disebabkan karena Ibu Endah Subekti Kuntariningrum, SE., ingin melanjutkan 

karier politik pada level yang lain. Sehingga, partisipasi perempuan DPC PDI Perjuangan 

Kabupaten Gunungkidul di kursi legislatif mulai tahun 2015 berbeda dengan hasil 

perolehan pemilu legislatif 2014.  

  

  

                                                           
21

 Baca: 57_Pemilu-tahun 2014-dalam-angka halaman 43.  

  



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian 

tentang partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif  2014 di 

Kabupaten Gunungkidul, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Keterlibatan dalam Partai Politik 

a. Pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam 

kepengurusan partai politik 

Pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai 

politik di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut sudah diatur oleh 

undang-undang yang mengatur tentang partai politik dan peraturan internal PDIP 

dalam SK No.061/TAP/DPP/III/2013.  

b. Kendala Partai Politik dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan 

Perempuan 

Kendala yang dialami oleh DPC PDI Perjuangan dalam rangka memenuhi kuota 

30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, yaitu partai 

masih terhalangi oleh nilai-nilai sosial budaya, yaitu stereotype atau pandangan 

masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. 



c. Akses Perempuan Untuk Menjadi Anggota Legislatif 

Akses perempuan DPC PDI-P Kabupaten Gunungkidul untuk menjadi anggota 

legislatif yaitu memperoleh informasi dari DPC PDI-P Kabupaten Gunungkidul.  

Seiring perjalanannya, banyak sekali strategi-strategi yang digunakan untuk 

meyakinkan masyarakat tentang kemampuan kandidat pemilu, dimulai dari 

kegiatan sosialisasi sampai dengan kegiatan mengeluarkan finansial. 

d. Kegiatan perempuan selama proses pencalonan 

Adapun kegiatan yang dilakukan para calon anggota legislatif perempuan pada 

proses pemilu legislatif 2014 yaitu melakukan sosialisasi langsung dengan 

masyarakat pemilih. 

2. Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif 

Dalam proses pencalonan anggota legislatif, terdapat tiga mekanisme yang 

dilakukan oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, yaitu: 

pertama, merekrut caleg perempuan dari internal partai. Kedua, merekrut caleg 

perempuan dari eksternal partai. Ketiga, merekrut caleg perempuan dari 

masyarakat yang memiliki basis massa yang kuat. Dari ketiga mekanisme tersebut 

harus memperhatikan peraturan yang telah diatur oleh undang-undang dan 

peraturan KPU Kabupaten Gunungkidul, serta juga memperhatikan peraturan 

internal partai PDI Perjuangan yaitu SK yang dikeluarkan oleh DPP PDI 

Perjuangan No. 061/TAP/DPP/III/2013.  

 

 

 



3. Penetapan Hasil di DPRD Kabupaten Gunungkidul 

Penetapan hasil pemilu legislatif di DPRD Kabupaten Gunungkidul 

ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul. Adapun hasil perolehan tertinggi 

dimiliki oleh PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, yaitu berhasil meloloskan 

tiga orang calon anggota legislatif perempuan dengan prosentase 42,85%. 

Dikatakan perolehan tertinggi karena dari jumlah 188 orang calon anggota 

legislatif perempuan yang lolos dalam daftar calon tetap, hanya 7 orang calon 

anggota legislatif yang berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul. 

Dan dari 7 orang perempuan anggota legislatif tersebut, 3 orang diantaranya 

adalah perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, 

partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif bagi DPC PDI 

Perjuangan sangat tinggi dan berarti telah memiliki perwakilan perempuan dalam 

parlemen.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal yang 

sekiranya dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Dalam rangka pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam 

kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul sudah 

baik, tetapi akan lebih baik lagi jika partai politik melakukan kaderisasi 

anggota perempuan internal partai secara terbuka, sehingga selain 

menghasilkan kader perempuan yang berkualitas, partai juga dapat 

memberikan kesempatan yang sama kepada para perempuan lainnya di 



Kabupaten Gunungkidul yang ingin bergabung dalam kepengurusan 

partai. 

2. Partisipasi perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul di 

DPRD Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki keterwakilan dengan baik, 

namun alangkah lebih baik jika PDI Perjuangan membuat prioritas 30% 

kursi di DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk kader perempuan saat deal 

politik pra pemilu (penentuan kursi dan caleg di internal partai pra 

pemilu). 

3. Dalam menampis budaya patriarki di kalangan masyarakat, hendaknya 

partai mampu meyakinkan masyarakat termasuk media massa agar 

mendukung keterwakilan perempuan yang lebih banyak lagi pada lembaga 

legislatif. 

4. Kegiatan kader perempuan di DPC PDI Perjuangan sudah cukup baik, 

tetapi akan lebih baik jika DPC PDI Perjuangan lebih meningkatkan tugas 

pokok dan fungsi terhadap bidang perempuan dan anak. Hal tersebut 

bertujuan agar partisipasi perempuan dapat menjadi lebih aktif dan baik 

dari yang sebelumnya. 

5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik dalam 

menentukan kader perempuannya sebagai caleg. Tetapi alangkah lebih 

baik jika partai lebih memperhatikan dan meningkatkan kemampuan kader 

perempuan dalam berkarir di dunia politik, hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengurangan jumlah 

perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul dari PDI Perjuangan 

Kabupaten Gunungkidul. 



 

 

 

 

 
















